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Pembimbing I : Prof. Dr. H. Syahrizal, M.A 

Pembimbing II : Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H 

Kata Kunci         : Alat Bukti, Pemerkosaan, Qanun. 

Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam KUHP pada Pasal 285 dan Qanun 

Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Pasal Pasal 1 angka 

30. Pembuktian jarimah pemerkosaan diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Qanun 

Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mana 

menyatakan bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan 

pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan 

menyertakan alat bukti permulaan”. Namun Pasal ini tidak menjelaskan lebih 

lanjut mengenai definisi  alat bukti permulaan, tujuan adanya alat bukti 

permulaan serta jenis alat bukti  yang dikehendaki dalam Pasal tersebut. Hal ini 

justru memberikan beban ganda kepada korban perkosaan karena selain menjadi 

korban kejahatan, korban juga dibebani untuk memberikan alat bukti permulaan. 

Jadi rumusan masalah dari penelitian ini, pertama, apa alat bukti permulaan 

yang dikehendaki dalam qanun jinayat. Kedua, mengapa alat bukti permulaan 

perlu diajukan oleh korban pemerkosaan. Ketiga, bagaimana konsekuensi 

hukum terhadap perlindungan perempuan korban pemerkosaan akibat 

keberadaan Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Hukum Jinayat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alat bukti yang 

dikehendaki dalam Pasal 52 ayat (1) masih bersifat multitafsir. Kemudian 

mengenai tujuan penyertaan alat bukti permulaan alat bukti permulaan yang 

bertujuan untuk menduga adanya tindak pidana dalam proses penyelidikan 

sehingga memudahkan pihak yang berwenang untuk melanjutkan proses 

penyidikan. Selanjutnya mengenai konsekuensi perlindungan korban akibat 

keberadaan Pasal 52 ayat (1), korban belum mendapatkan perlindungan yang 

penuh  dari sebuah aturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang. 
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TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor:0543b/U/1987 

 

1. Konsonan 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama Huruf 

Arab 

Nama Huruf 

Latin 

Nama 

 Alῑf tidak ا

dilamba

ngkan 

tidak 

dilamban

gkan 

 țā’ Ț te ط 

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ẓa ẓ zet ظ  Bā’ B Be ب

(dengan 

titik di 

bawah) 

 ain ‘ koma‘ ع  Tā’ T Te ت

terbalik 

(di atas) 

 Śa’ Ś es ث

(dengan 

titik atas 

 Gain G Ge غ 

 

2. Vokal  

Vokal rangkap bahasa arab, seperti vokal bahasa indonesia, terdiri dari 

vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 
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Vokal tunggal bahasa arab yag lambangnya berupa tanda atau harkat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin 

  َ  Fathah A 

  َ  Kasrah I 

  َ  Dammah U 

 

b. vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antra 

harkat, transliterasinya sebagai berikut: 

 

Tanda dan Huruf Nama Gabungan Huruf 

 Fathah dan ya Ai ي  

 Fathah dan wa Au و  
 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf. 

transliterasinya sebagai berikut: 

Harjat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda 

ا ي\َ   Fathah dan alif atau ya A 

 Kasrah dan ya I ي  

 Dammah dan wau U ي  
 

4. Ta Marbutah (ة) 
transliterasinya untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah)ة( hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, atau 

dammah. 

b. Ta marbutah)ة( mati atau mendapat harkat sukun,  

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta marbutah )ة(   

Catatan: 

Modifikasi 

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 

translitersai, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama lainya ditulis 

sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibnu Sulaiman. 

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti 

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan bayrut; dan sebagainya. 

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 

tidah ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.  
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BAB SATU 

PENDAHULUAN 

BAB SATU PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Provinsi Aceh  adalah  daerah  yang pertama  melaksanakan undang-

undang syariat Islam di Nusantara. Rakyat Aceh selalu menggunakan ajaran 

Islam sebagai pedoman mereka dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut 

melahirkan atmosfir masyarakat Islam. Budaya dan adat  istidat lahir dari 

refleksi para  ulama yang kemudian diterapkan, dikembangkan dan di jaga 

dengan baik. Penerapan hukum Islam Aceh diatur dalam UU No. 44 Tahun 

1999 tentang Pelaksanaan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh dan  Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Menurut otonomi 

khusus yang diberikan, rakyat Aceh telah mengukuhkan wilayahnya sebagai 

wilayah berbasis syariat Islam  berdasarkan hukum Islam. Perkembangan 

pembentukan syariat Islam di Aceh mulai terlihat dari terbentuknya berbagai  

qanun. Misalnya qanun peradilan syariat Islam, qanun hukum jinayat dan qanun 

hukum acara jinayat. 

Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat  

merupakan subsistem dari hukum nasional. Pembentukan Qanun Aceh Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh  merupakan suatu upaya untuk 

mengisi kebutuhan dalam  pelaksanaan Syari’at Islam. Qanun  Jinayat  disahkan 

di Banda Aceh pada tanggal 24 September 2014 dengan tujuan  untuk 

melakukan pencegahan, pengawasan dan  menindak  pelanggaran Syari’at Islam 

di Aceh khususnya tentang hukum jinayah (pidana Islam).  Ada beberapa tindak 

pidana yang diatur dalam Qanun Jinayat diantaranya jarimah khamar, maisir, 

khalwat, ikhtilat, zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, jarimah qadzaf, liwath 

dan musahaqah. Beberapa dari jarimah ini telah diatur sebelumnya dalam qanun 

jinayah Aceh yaitu Qanun Nomor  Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang khamar, 
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Qanun Nomor  14 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 

tentang Khalwat. Kemudian dengan lahirnya Qanun Jinayah Nomor 6 Tahun 

2014, ketiga qanun tersebut dicabut  dan tidak diberlakukan lagi. Dan jarimah 

pemerkosaan merupakan jarimah baru yang belum diatur sebelumnya dalam 

Qanun Aceh Tahun 2003.1 

Pada Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan 

tentang definisi  perkosaan yaitu “pemerkosaan adalah hubungan seksual 

terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau 

benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban 

dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan 

kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.2 

Pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran 

materiil yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim dalam mencari 

kebenaran materiil, peristiwa tersebut harus terbukti atau disebut dengan beyond 

reasonable doubt.  Dalam proses pembuktian, qanun jinayat aceh  menganut 

teori hukum pembuktian berdasarkan undang-undang, artinya jika suatu 

perbuatan telah terbukti sesuai dengan alat bukti dalam undang-undang, maka 

keyakinan hakim tidak diperlukan lagi. Hakim diwajibkan memutus bersalah 

atas terdakwa apabila terdapat bukti-bukti yang dimaksudkan oleh undang-

undang. Jadi, sistem pembuktian ini disebut juga sistem pembuktian formal. 

Apabila tidak ada bukti maka pelaku tidak bisa dihukum.3  

Qanun Jinayat  selain mengatur mengenai tata cara pembuktian dan 

pemeriksaan, didalamnya juga mengatur tentang alat bukti permulaan. Alat 

bukti permulaan ini disertakan oleh korban agar  dapat mengajukan pengaduan 

kepada penyidik. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Qanun Jinayat 

 
1 Kholidah Siah, Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam 

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat, Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 63-72 
2 Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 
3 Andi Sofyan dan Abd. Azis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta : 

Pranadamedia Group, 2014), hlm. 233 
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bahwa “setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan 

kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat 

bukti permulaan”. Selanjutnya  pada Pasal 52 ayat (2) qanun jinayat menyatakan 

bahwa “setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban 

melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.  

Pada Pasal 52 khususnya pada ayat (1) Qanun Jinayat yaitu tentang 

penyertaan bukti pemula bagi korban pemerkosaan,  tidak menjelaskan lebih 

lanjut mengenai definisi alat bukti permulaan serta jenis alat bukti  yang 

dimaksud. Hal ini justru memberikan beban ganda kepada korban perkosaan 

karena selain menjadi korban kejahatan, korban juga dibebani untuk 

memberikan alat bukti permulaan. Hal ini juga bertolak belakang dengan 

ketentuan ayat (2) yang mengikuti sistem Hukum Acara Pidana dimana penyidik 

adalah pihak  yang berkewajiban untuk mencari bukti-bukti.  

Selain itu Pasal 52 ayat (1) ini tidak adanya sinkronisasi dengan Pasal 1 

angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP yang berbunyi 

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya” sehingga  bermakna apabila dalam hal orang 

yang mengaku diperkosa tidak menyertakan alat bukti permulaan, maka dirinya 

tidak dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik. 

Pada tahun 2017 Koordinator Program Solidaritas Perempuan yaitu Nisa 

Yura menyebutkan ada satu kasus perkosaan yang dialami oleh anak perempuan 

difable di Desa Meunasah Geudong, kabupaten Bireun, Provinsi Aceh. Akibat 

pasal keberadaan tersebut, korban dan keluarganya tidak berani melaporkan 

kasusnya kepada pihak kepolisian, karena keterbatasan yang dimiliki oleh 

korban. 

Sulitnya proses pembuktian korban perkosaan dalam mengungkap pelaku 

perkosaan berdampak  semakin banyaknya korban pemerkosaan, namun 
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semakin sulit untuk menjerat pelakunya. Dari masalah tersebut dikhawatirkan 

korban akan takut untuk mengadukan suatu jarimah perkosaan, karena sulit bagi 

korban menyertakan alat bukti permulaan. Selain itu, rata-rata kasus perkosaan 

memiliki jarak waktu kejadian dengan pelaporan cukup lama. Sehingga bukti 

pemula pun sulit  untuk ditemukan. Belum lagi pasca kejadian korban 

pemerkosaan mengalami tekanan psikologis seperti stres, depresi hingga 

penyakit kejiwaan berat yang  terjadi langsung dan berakibat jangka panjang. 

Sulitnya proses pembuktian ini juga berpengaruh pada masalah perlindungan 

terhadap korban. Dimana dalam hal ini korban pemerkosaan kurang 

mendapatkan perlindungan yang memadai  karena diakibatkan oleh beberapa 

faktor, salah satunya yaitu faktor undang-undang. Seharusnya ketika syariat 

Islam dibentuk menjadi rancangan qanun hukum jinayat diharapkan menjadi 

solusi bagi umat untuk menegakkan nilai-nilai humanis di dalamnya.4 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis 

mencoba untuk mengkaji lebih dalam mengenai Pasal 52 Qanun Jinayat Aceh 

ayat 1 tentang  kewajiban menyertakan alat bukti pemula bagi korban 

pemerkosaan. Untuk itu penulis memilih judul penulisan hukum “Alat Bukti 

Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan dalam Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 

Tahun 2014” 

B. Rumusan Masalah 

Dalam penulisan hukum ini, penulis mencoba merumuskan beberapa 

permasalahan yang hendak diangkat yaitu sebagai berikut : 

1. Apa  alat bukti permulaan  yang dihendaki dalam qanun jinayah? 

2. Mengapa alat bukti permulaan perlu diajukan oleh korban pemerkosaan? 

3. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap perlindungan perempuan 

korban pemerkosaan akibat keberadaan Pasal 52 ayat 1 Qanun Jinayah 

Aceh Nomor 6 Tahun 2014? 

 
4 Noviandy, Penegakan HAM di Negeri Syariat (Proses Perumusan Qanun Jinayat 

dalam Prspektif Etika), (Yogyakarta : Kaukaba Dipantara,  2015), hlm. 10 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui alat bukti permulaan  yang dapat dihendaki dalam 

Qanun Jinayah. 

2. Untuk mengetahui alasan alat bukti permulaan perlu diajukan oleh 

korban pemerkosaan. 

3. Untuk mengetahui konsekuensi hukum terhadap perlindungan 

perempuan korban pemerkosaan akibat keberadaan Pasal 52 ayat 1 

Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014.  

D. Penjelasan Istilah 

1. Qanun 

Istilah qanun merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab 

Mu’jam Al-Wasith menyebutkan bahwa qanun adalah setiap perkara yang 

bersifat kully (menyeluruh) yang relavan dengan seluruh juz’iyyah (bagian-

bagiannya), yang darinya hukum-hukum juz’iyyah tersebut dikenal. Dalam 

hal ini ulama salaf memberikan definisi qanun sebagai kaidah-kaidah yang 

bersifat kully (menyeluruh) yang  tercakup hukum-hukum juz’iyyah 

(bagian-bagian). Jika kata qanun disebutkan bersamaan dengan kata 

syari’at, maka tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat 

manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan 

manusia yang lain baik secara individu, masyarakat dan negara.5 Dalam 

kamus besar bahasa Indonesia qanun  adalah undang-undang, peraturan 

hukum, kaidah, kitab undang-undang.6Secara teknik qanun adalah produk 

perundang-undangan yang dibuat bersama-sama oleh pemerintah daerah 

Aceh dan lembaga Legislatif Aceh untuk berlaku di daerah Aceh7 dengan 

 
5 Rohidin, Pengantar Hukum Islam : Dari Semenanjung Arab Hingga Indonesia, 

(Yogyakrta : Lintang Rasi Akasar Books) hlm.10. 
6 Dedy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, (Jakarta : Gramedia 

Pustaka Utama, 2011), hlm. 126 
7 Rusdji Ali Muhammad, Khairizzman, Konstelasi Syari’at Islam di Era Global, 

(Banda Aceh : Dinas Syari’at Islam,  2011), hlm. 50 
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persetujuan Gubernur. Pengertian qanun  menurut peneliti adalah peraturan 

daerah yang mengatur penyelenggaraan kehidupan masyarakat dalam 

menjalankan pelaksanaan syari’at Islam. 

2. Korban  

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental dan /atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak 

pidana.8 Korban dalam pelenggaraan hak asasi manusia yang berat, 

selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 juga berhak 

untuk mendapatkan : 

a. Bantuan medis. 

b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.9 

Selain itu, korban merupakan mereka yang menderita 

jasmaniahnya dan rohaniahnya sebagai akibat orang lain yang mencari 

pemenuhan kepentinga diri sendiri atau orang lain yang bertentangan 

dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka disini dapat 

berarti individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.10 

3. Pemerkosaan 

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin yaitu rapere yang berarti 

mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.11 Tindak pidana 

perkosaan juga diatur dalam Pasal 285 KUHP yang berbunyi sebagai 

berikut : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman 

memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena 

 
8 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, UU RI Nomor 13 Tahun 2006,  Bab 

I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 2. 
9 Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban , UU RI Nomor 13 Tahun 

2006. 
10 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, ( Jakarta : Akademika Pressindo,  1993), 

hlm.63. 
11 Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap 

Wanita, (Yogjakarta : Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), hlm 97. 
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perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas 

tahun”.12 

Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan 

bahwa “pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur 

orang lain sebagai korban dengan  zakar pelaku atau benda lainnya yang 

digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut 

pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan 

kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.13  

Memperkosa artinya menundukkan dengan kekerasan, 

menggagahi, melanggar atau menyerang dengan kekerasan.14 Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama 

yang melekat pada tindakan pemerkosaan adalah adanya perilaku 

kekerasan yang terkaitb dengan hubungan seksual, yang dilakukan 

dengan cara melanggar hukum. Hal tersebut menurut Abdul Wahid, 

tidak semua kekerasan terkait dengan hubungan seksual dapat 

dikategorikan sebagai perkosaan.15  

4. Alat bukti 

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita, alat bukti adalah segala 

suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat tersebut, dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas 

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.16 

Menurut Darwin Sprints, mengatakan bahwa, alat bukti yang sah 

adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, 

dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, 

 
12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285. 
13 Pasal 1 angka 30 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 
14 M. Munandar Sulaeman, Kekerasan terhadap Perempuan, (Bandung:Refika 

Aditama, 2010), hlm.28 
15 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan terhadap Korban Kekerasan 

Seksual, Bandung: Refika Aditama,  2001), hlm. 40. 
16 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 

(Bandung : Mandar, 2003), hlm. 11 
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guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu 

tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.17 

E. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang 

sudah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti jelas bahwa kajian yang 

akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian 

penelitian yang telah ada. 

Jurnal yang ditulis oleh Meri Andani mahasiswi di Universitas Islam 

Negeri  Sunan Kalijaga yang berjudul “Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula 

Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 

Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)”. Didalam jurnal ini 

menjelaskan tentang problematika pembuktian tindak pidana pemerkosaan di 

dalam pasal 52 qanun hukum jinayat yang terfokus pada psikologi dan sosial 

korban pemerkosaan.18 

Jurnal yang ditulis oleh Kholidah Siah dan Nursiti mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Syiah Kuala dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap 

Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Hukum Jinayat”. Dalam jurnal ini membahas tentang pihak yang 

berkewajiban menemukan alat bukti permulaan jarimah pemerkosaan menurut 

Qanun Jinayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berkewajiban 

menemukan alat bukti permulaan dalam Jarimah pemerkosaan menurut Qanun 

Jinayat adalah korban.19 

Skripsi yang ditulis oleh Nila Janiati mahasiswa fakultas hukum 

Universitas Syiah Kuala dengan judul  “Pelindungan Terhadap Korban 

Pemerkosaan Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh”. Skripsi imi 

 
17 Darwin Prints, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik., (Jakarta : Djambatan, 1998), 

hlm.135 
18 Meri Andani, “Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses 

Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6 Tahun  2014 Tentang 

Hukum Jinayat)” Legitimasi, Vol. 9 No.1, Januari-Juni 2020 
19 Kholidah Siah dan Nursiti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah 

Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat”,...hlm.  63-72 
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membahas tentang pertama,  bagaimana pengaturan hukum terhadap pelaku 

jarimah pemerkosaan dalam qanun jinayah, kedua bagaimana penuntutan jaksa 

terhadap pelaku pemerkosaan di wilayah hukum mahkamah syar’iyah 

meulaboh, dan ketiga bagaimana perlindungan hukum terhadap korban 

pemerkosaan dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Meulaboh. 

Jurnal yang ditulis oleh Iwan Setiawan dengan judul “ Tindak Pidana 

Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”. Jurnal ini 

mendeskrisikan dan menganalisis secara mendalam tentang tindak pidana 

perkosaan dalam tinjaun hukum pidana Islam. Jurnal ini memfokuskan 

pembahasannya mengenai formulasi sanski yang tertulis dalam Pasal 285 KUHP 

maka hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan adalah sangat berat dua 

belas tahun, tetapi dalam kenyataannya di dalam masyarakat Hakim sangat 

jarang menjatuhkan sanksi pidana maksimal seperti yang tercantum didalam 

Pasal 285 KUHP, banyak Hakim menjatuhkan hukuman yang sangat ringan bagi 

pelaku tindak pidana perkosaan salah satu hal ini yang menyebakan semakin 

meningkatnya kasus perkosaan di masyarakat.20 

Jurnal yang ditulis oleh Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman  yang 

berjudul “ Dampak Sosial Psikologis Perkosaan”. Jurnal ini membahas tentang 

bentuk dampak sosial bagi korban perkosaan seperti adanya stigma dalam 

masyarakat yang menganggap bahwa korban pemerkosaan adalah perempuan 

yang hina dan adapula yang mengatakan bahwa dalam kasus pemerkosaan yang 

bersalah adalah wanita. Dampak psikologis yang dialami seperti depresi, fobia 

dan mimpi buruk bahkan korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang 

lain dalam waktu yang cukup lama. Selain itu, jurnal ini juga membahas tentang 

upaya penyembuhan korban pemerkosaan dari dampak sosial-psikologis.21 

 
20 Iwan Setiawan , “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana 

Indonesi” , Volume 6  No. 2- September 2018 
21Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman,“ Dampak Sosial Psikologis Perkosaan” 

Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1 Juni 2002 
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Jurnal yang ditulis oleh Sabar Slamet mahasiswa universitas Sebelas 

Maret  yang berjudul “Politik Hukum Pidana dalam Kejahatan Perkosaan”. 

Jurnal ini membahas tentang kebijakan hukum pidana untuk memperluas 

rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang mana pengertiannya tidak hanya 

seperti dalam rumusan Pasal 285 KUHP, tetapi diperluas agar menciptakan 

rumusan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kasus perkosaan 

tidak hanya dilihat sebagai kasus moral semata namun didalamnya sudah 

menyentuh pada masalah anger and violence yang dianggap sebagai 

pelanggaran HAM.22  

Dari beberapa jurnal di atas yang telah di jadikan referensi dalam 

pembuatan skripsi ini, belum ada yang membahas secara  signifikan mengenai  

alat bukti pemulaan. Sehingga dalam hal ini, penulis tertarik untuk membahas 

lebih mendalam mengenai  alat bukti pemulaan yang harus disertakan  oleh 

korban pemerkosaan saat melaporkan jarimah pemerkosaan yang mana aturan 

ini telah di atur dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 52. 

F. Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini 

adalah dengan metode penelitian kualitatif. Metode  kualitatif adalah salah satu 

jenis penelitian yang telah mengutamakan sebagai ungkapan deskripsi atau 

dalam membangun paradigma pada penelitian sosial. Penelitian kualitatif ini 

bertujuan untuk mengungkapkan gejala yang terjadi didalam masyarakat. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara melacak berbagai tulisan maupun literatur 

yang berkaitan dengan tema penelitian ini. 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan 

penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrin(yuridis normatif), 

yaitu penelitian hukum yang berupa pengkajian terhadap undang-undang. 

 
22 Sabar Slamet “Politik  Hukum  Pidana dalam  Kejahatan  Perkosaan”, Yustisia. Vol. 

4 No. 2 Mei – Agustus 2015 
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Subyek penelitian ini adalah hukum, yang dikonseptualisasikan sebagai 

norma atau aturan sosial dan menjadi acuan bagi semua perilaku. Oleh 

karena itu, fokus penelitian hukum normatif adalah daftar hukum empiris, 

asas dan doktrin hukum, kasus khusus, sistem hukum, hasil penyidikan 

hukum pada tingkat sinkronisasi, dan perbandingan antara hukum dan 

sejarah hukum.23  

b. Jenis Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian 

berupa  tinjauan pustaka (library research) karena pendekatan penelitian 

yang digunakan bersifat yuridis normatif. Pengumpulan datanya dilakukan 

dengan cara studi kepustakaan atau dokumenter yaitu melakukan 

penelusuran pada bahan kepustakaan tertulis seperti karya – karya ilmiah, 

buku-buku, jurnal maupun undang-undang serta karya ilmiah lainnya yang 

relevan dengan tema penelitian ini. 

b. Sumber Data 

Sumber data yang diolah dalam penelitian hukum normatif adalah data 

sekunder, yaitu melalui studi kepustakaan dengan menggunakan cara 

pengumpulan dan penelusuran terhadap dokumen atau bahan kepustakaan 

yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti atau 

penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu24 : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan 

hukum yang mengikat, yaitu : 

1. Al- Qur’an dan Al- Hadits 

2. Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ( KUHP) 

 
23 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, (Citra Aditya Bakti : 

Bandung, 2004), hlm. 52 
24 Nomensen Sinamo, Metode Penelitian Hukum n,  (Bumi Imtitama : Jakarta , 2009), 

hlm.86 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder diperoleh dari bahan hukum sekunder. Bahan 

hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

tentang bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat melakukan 

analisa dan pemahaman yang lebih mendalam seperti data 

kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, artikel hukum, kompilasi 

hukum Islam dan rujukan lainnya yang sesuai dengan kajian 

penelitian. 

c. Data tersier 

Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas 

yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui 

kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan 

dengan masalah yang diteliti. 

c. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis dalam 

penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan 

yaitu penelitian kepustakaan yang dilaksanakan untuk mengumpulkan 

sejumlah data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku, dokumen 

perkara serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

G. Sistematika Pembahasan 

Agar pembahasan menjadi lebih teratur, sistematis dan terarah serta 

memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan 

menguraikan sistematika pembahasan yang terdiri atasc empat bab dan  masing-

masing bab terdiri dari sub-sub bab. 

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika pembahasan. 
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Bab dua membahas tentang Pengertian alat- alat  bukti, jenis alat bukti, 

tujuan alat bukti atau pembuktian dan teori-teori pembuktian dalam hukum 

positif dan hukum pidana Islam. 

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian tentang pengertian alat bukti 

permulaan, alat bukti permulaan dalam perkara pemerkosaan, tujuan alat bukti 

permulaan, hubungan alat bukti permulaan dengan perlindungan korban 

pemerkosaan dan konsekuensi perlindungan korban akibar keberadaan  Pasal 52 

ayat 1 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.  

Bab empat merupakan bab penutup, dalam bab ini akan diuraikan 

kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan dan juga disertai saran. 
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BAB DUA 

ALAT BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM 

ACARA PIDANA (KUHAP) DAN QANUN JINAYAH  

 
BAB DUA ALAT BUKTI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) DAN QANUN JINAYAH 

 

A. Pengertian Alat Bukti  

1. Pengertian  Alat Bukti Menurut Kitab Undang- Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) 

 Pengadilan hukum pidana merupakan sebuah tempat yang digunakan 

untuk sidang dalam hal membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkara pidana. 

Pada proses pemeriksaan, yang memegang peranan paling penting adalah 

masalah pembuktian. Jika  alat- alat bukti yang sah atau telah ditentukan oleh 

undang-undang  tidak cukup dalam membuktikan suatu perkara pidana, maka 

terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman dan apabila suatu perkara pidana 

dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang cukup maka terdakwa dinyatakan 

bersalah dan dijatuhi hukuman. 

Dari segi hukum acara pidana pembuktian diartikan sebagai “sebuah 

ketentuan yang memberi batas dalam hal mencari dan mempertahankan 

kebenaran di sidang pengadilan, baik dilakukan oleh hakim, jaksa, penasehat 

hukum maupun terdakwa yang mana semua akan terikat pada apa yang telah 

ditetapkan oleh undang-undang mengenai tata cara maupun penilaian alat bukti. 

Karena dalam menilai pembuktian tidak boleh bertindak dengan cara sendiri dan 

tidak boleh bertentangan dengan ketetapan undang-undang. Pembuktian jika 

diartikan secara literatur maka kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memberi 

definisi bahwa pembuktian merupakan sebuah proses, cara membuktikan, cara 

pembuatan, usaha dalam menunjukkan kebenaran dan menunjukkan  kesalahan 

terdakwa di pengadilan.25 

 
25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai 

Pustaka 2008), hlm.133 
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Pembuktian suatu perkara pidana adalah sebuah proses yang secara sah 

dalam sistem hukum pidana untuk membuktikan telah terjadi suatu tindak 

pidana dengan cara menyajikan berbagai alat-alat bukti yang sah menurut 

hukum. Dalam hal ini hakim memeriksa sebuah perkara atau tindak pidana 

dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran dan memberikan kepastian 

hukum di dalam sidang pengadilan. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa 

definisi dari pembuktian adalah “sebuah ketentuan yang isinya tentang langkah-

langkah yang disahkan oleh undang-undang dan hakim boleh menggunakan 

cara-cara tersebut untuk melakukan pembuktian mengenai salah atau benar 

sebuah dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa.26 

Dalam sebuah proses pembuktian ada suatu unsur yang sangat penting 

yaitu alat bukti. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai definisi alat bukti, 

maka terlebih dahulu yang harus dipahami adalah definisi bukti. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bukti diartikan sebagai sesuatu yang 

memberikan kebenaran tentang suatu peristiwa, saksi maupun tanda yang 

menjadi tanda adanya perbuatan pidana.27 

Menurut Bambang Waluyo, alat bukti dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang dapat digunakan dalam sidang 

pengadilan untuk memperkuat gugatan, dakwaan maupun tuntutan dan untuk 

menolak dakwaan, tuntutan dan gugatan.28 Andi Hamzah mendefinisikan 

mengenai bukti dan alat bukti yaitu sesuatu yang digunakan untuk meyakinkan 

suatu dakwaan atau pendirian. Dan alat-alat bukti yang digunakan dalam hal 

pembuktian suatu perkara pidana adalah seperti kesaksian, keterangan terdakwa, 

keterangan ahli, surat, petunjukkan termasuk juga sumpah dan persangkaan. 

 
26 M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP 

(Pemariksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)”, Cet. Kedua, 

(Jakarta, Sinar Grafika, 2009), hlm. 273. 
27 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia... hlm.133 
28 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia ( Jakarta : Sinar 

Grafika 1996), hlm. 5 
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Alat bukti merupakan segala hal yang ada hubungan dengan suatu tindak 

pidana, yang mana dengan adanya alat-alat bukti tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan pembuktian untuk menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran 

bahwa suatu tindak pidana benar adanya yang dilakukan oleh terdakwa.29 

Di Indonesia, sistem pembuktian di atur dalam bagian ke empat  Kitab 

Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bab ini menjelaskan bahwa 

suatu perkara tidak dapat diputusakan oleh seorang hakim jika tidak ada 

sekurang-kurangnya dua alat bukti dan ditambah dengan satu keyakinan hakim 

untuk meyakini telah benar terjadi suatu tindak pidana dan terdakwa terbukti 

bersalah. Mengenai alat-alat bukti yang sah telah  diatur dalam Pasal 184 ayat 

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara  Pidana yaitu sebagai berikut : 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 

Dapat disimpulkan bahwa ada 5 jenis alat bukti yang sah secara undang-

undang yang dapat digunakan pada sistem pengadilan pidana. Maka diluar dari 

5 jenis alat bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu 

perkara pidana. Pada sistem hukum acara pidana Indonesia menggunakan teori 

pembuktian negatif (Negatif wettelijk bewijstheorie) seperti yang telah diatur 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 183 yang berbunyi” seorang 

hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman atau pidana kepada 

seseorang, kecuali dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang 

sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi 

dan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana”. 30 

 
29 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana..hlm. 11 
30 Bastian Nugroho, “Peranan Alat Bukti dalam Perkara Pidana dalam Putusan Hakim 

Menurut KUHAP”, Jurnal Yuridika, Vol. 32, No.1, Januari 2017, hlm. 19-20 
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2. Pengertian Alat Bukti Menurut Hukum Islam 

 Dalam bahasa Arab, pembuktian disebut dengan istilah “al-bayyinah” 

yang berarti menerangkan dan menjelaskan. Menurut fuqaha, “al-bayyinah” 

sama dengan istilah “shahadah” yang berarti kesaksian. Menurut Ibnu Qayyim 

“al-bayyinah” diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat membuktikan fakta-

fakta dalam sebuah perkara. Pembuktian dalam arti luas diartikan sebagai segala 

bukti yang sah dan digunakan untuk memperkuat pembuktian  dalam 

membuktikan sebuah perkara atau tindak pidana.31 Hasbie Ash-Shiddiqie 

menyebutkan bahwa definisi dari membuktikan sesuatu artinya memberikan 

keterangan sehingga dengan adanya keterangan tersebut dapat memberi sebuah 

keyakinan. Yakin adalah segala sesuatu yang telah diakui adanya atau 

keberadaannya serta tidak bisa hilang atau lenyap kecuali dengan adanya 

keyakinan yang lain. 

Jumhur ulama menyebutkan bahwa bayyinah mempunyai kesamaan kata 

dengan syahadah (kesaksian).  Syahadah artinya “keterangan seseorang yang 

mana  di sidang pengadilan dapat dipercaya memberi kesaksian untuk 

menetapkan hak atas orang lain”.32  

Ibnu Qayyim Al- Jauziyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili 

menyatakan bahwa pengertian pembuktian yaitu “Pembuktian merupakan 

sebuah istilah untuk sesuatu yang dengan adanya pembuktian tersebut dapat 

memperjelas suatu perkara sehingga akan ditemukannya suatu kebenaran.” Dari 

definisi yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, maka dapat terlihat bahwa 

dalam hal ini dasarnya tidak menitikberatkan pada alat-alat bukti akan tetapi 

dapat meliputi segala sesuatu yang berwujud apa pun, dapat dikategorikan 

sebagai alat bukti.33 Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa di dalam Alquran 

 
31 M. Hasbie Ash- Shiddieqie, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta : Bulan  Bintang, 1970 ), 

hlm.129 
32 A.Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm.45 
33 Wahbah Az-zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu, terjemahan Abdul Hayyie Al- 

Kattani, dkk. ( Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 324 
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dan sunnah Rasulullah tidak menyebutkan secara khusus bahwa pengertian al-

bayyinah khusus diartikan sebagai kesaksian. Namun di dalam al-quran maupun 

sunnah menyebutkan bahwa al-bayyinah itu keterangan, hujah maupun dalil 

yang dapat dijadikan sebagai alasan. Pendapat ini berdasar pada sabda 

Rasulullah yang dalam hal ini menggunakan kata al-bayyinah, yaitu : 

“penggugat harus mengemukakan alat bukti, sumpah harus dilakukan tergugat”.  

Hadist ini diriwatkan oleh Al-Baihaqi dan Abdullah bin Abbas. 

Setiap Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam harus mneyertakan alat 

bukti yang otentik34. Dasar pembuktian berdasarkan alat bukti ini bisa dilihat 

dalam firman Allah SWT QS. Al- Baqarah ayat 282, yaitu : 

َٰٓأَيُّم  م َٰ تِبُ  ي هيۡنمكُُۡ كَم لۡيمكۡتبُ ب كۡتُبُوهُُۚ وم
 
ى فمأ م ّٗ لٖ مُسم َٰٓ ٱجَم ى لم

ِ
يۡنٍ ا منتُُ بِدم اي ا تمدم ذم

ِ
نوُآْ ا امم ينم ءم ِ لَّه

 
م   ا ٱ تِبٌ ٱَن يمكۡتُبم كَمم مأ ۡبم كَم لَم ي دۡلُِۚ وم لعۡم

 
بِأ

قُ  لۡحم
 
ٱ عملميۡهِ  ي  ِ لَّه

 
ٱ لۡيُمۡلِلِ  وم فمليۡمكۡتُبۡ   ُۚ ُ للَّه

 
ٱ هُ  ۡ عملهمم مِنهُۡ شم سۡ  مبۡخم ي لَم  وم ههُۥ  ب رم م  للَّه

 
ٱ لۡيمتهقِ  وم قُ    لۡحم

 
ٱ عملميۡهِ  ي  ِ لَّه

 
ٱ نم  ن كَم

ِ
فما اُۚ  ّٔٗ  ٔ

يۡنِ  هِيدم  سۡتمشۡهِدُواْ شم
ٱ وم لۡعمدۡلُِۚ 

 
بِأ لِيهُُۥ  وم فملۡيُمۡلِلۡ  هُوم  يمُِله  ٱَن  تمطِيعُ  يمس ۡ ٱوَۡ لَم  عِيفًا  ٱوَۡ ضم فِيهاً  همۡ سم ل ن 

ِ
فما  ۡۖ الكُُِۡ جِم ر  مِن  يمكُونَم     

 
 
ا ٱ مُم ىٰى حۡدم

ِ
ك ِرم ا ا فمتذُم مُم ىٰى حۡدم

ِ
َٰٓءِ ٱَن تمضِله ا ا وۡنم مِنم ٱ لشُهمدم نِ مِمهن تمرۡضم ٱتََم مۡرم

 
ٱ جُلٞ وم جُلميِۡۡ فمرم ا  رم ا مم ذم

ِ
َٰٓءُ ا ا مأ ۡبم ٱ لشُهمدم لَم ي ُۚ وم ىى لۡۡخُۡرم

لَم تمسۡ  َٰٓ دُعُواُْۚ وم ى لم
ِ
غِيًرا ٱوَۡ كمبِيًرا ا مُوآْ ٱَن تمكۡتبُُوهُ صم مٔ  ٔ  َٰٓ لَه

ِ
بوُآْ ا َٰٓ ٱَلَه تمرۡتَم ى ٱَدۡنم ةِ وم دم هم َٰ مُ لِلشه ٱقَوۡم ِ وم للَّه

 
طُ عِندم ٱ لكُُِۡ ٱقَسۡم َٰ ُۦۚ ذم لِِِ  ٱجَم

ذم 
ِ
ٱَشۡهدُِوآْ ا اۗ وم ميۡنمكُُۡ فملميۡسم عملميۡكُُۡ جُنماحٌ ٱلََه تمكۡتبُُوهم ما ب ةّٗ تُدِيرُونَم اضِِم ةً حم َٰرم ُۚ ٱَن تمكُونم تِم معۡتُُۡ هِيدُٞۚ    ا تمبماي لَم شم تِبٞ وم آَٰره كَم لَم يضُم وم

ءٍ عملِيٞم  ۡ ُ بكُِ ِ شم للَّه
 
ٱ ۗ وم ُ للَّه

 
مُكُُُ ٱ ل ِ يعُم ۖۡ وم م للَّه

 
هقوُاْ ٱ ت

 
ٱ ۗ وم ههُۥ فسُُوقُ  بكُُِۡ ن

ِ
لوُاْ فما ن تمفۡعم

ِ
ا    وم

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 

Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

 
34 QS. Al-Baqarah (2) : 282 
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dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya 

mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari 

orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 

supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-

saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah 

kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 

membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan 

persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak 

menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 

penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu”. (QS. Al- Baqarah [2] : 282)  

B. Jenis- Jenis Alat Bukti 

1. Jenis Alat  Bukti didalam Undang- Undang  Hukum Positif 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur 

tentang jenis alat bukti yang sah yang dapat diajukan ke sidang pengadilan. 

Selain alat bukti yang telah disebutkan di dalam undang-undang, maka alat bukti 

diluar KUHAP tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. Mengenai alat-alat 

bukti yang sah telah  diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara  Pidana yaitu sebagai berikut : 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Surat; 

d. Petunjuk; 

e. Keterangan terdakwa. 



20 
 

 

 Berikut penulis akan menjelaskan mengenai jenis-jenis alat bukti yang 

diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu sebagai berikut : 

a. Keterangan Saksi 

1. Pengertian Keterangan Saksi  

 Alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi. Setiap perkara pidana 

selalu bergantung pada pemeriksaan berupa keterangan saksi. Selain ada 

pembuktian dengan menggunakan alat bukti yang lain, keterangan saksi masih 

selalu diperlakukan dalam proses pembuktian. Menurut Pasal 1 angka 27 

KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu jenis alat bukti 

yang sah dalam perkara pidana yang merupakan keterangan langsung dari saksi 

mengenai suatu kejadian pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan ia alami 

sendiri dengan menyertakan alasan dan pengetahuannya itu.35 

 Setelah melihat pengertian alat bukti keterangan saksi dari yang telah 

disebutkan oleh undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan ada beberapa 

unsur yang termuat dalam alat bukti keterangan saksi, yaitu : 

a. Keterangan tersebut berasal dari orang (saksi); 

b. Mengenai suatu kejadian atau peristiwa tindak pidana; 

c. Yang mana peristiwa tersebut ia dengar sendiri, ia lihat sendiri bahkan ia 

alami sendiri. 

2. Syarat- Syarat Menjadi Saksi 

 Supaya keterangan saksi dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah maka 

ada dua syarat yang harus dipenuhi, yakni : 

a. Syarat Formil 

  Syarat formil yang harus di penuhi bahwa saksi dalam memberi 

keterangan harus dibawah sumpah, karena jika saksi tidak disumpah maka 

keterangannya hanya  dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan untuk 

alat bukti sah lainnya. Orang yang menjadi saksi usianya tidak boleh kurang 

dari 15 tahun, berakal sehat, tidak memiliki hubungan sedarah dan semenda 

 
35 Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana,..hlm. 238 



21 
 

 

dari salah satu pihaknya menurut keturunan yang lurus kecuali jika undang-

undang memberi ketentuan lain. Bukan merupakan pasangan suami dan istri 

meskipun sudah bercerai, tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu 

pihak. Hadir di persidangan, bersumpah sesuai dengan keyakinan, minimal 

dua orang untuk bersaksi mengenai suatu kejadian atau peristiwa atau 

dikuatkan dengan alat bukti yang lain dan memberikan keterangan secara 

lisan di dalam ruang sidang.36 

b. Syarat Materiil 

  Dalam syarat materiil menyatakan bahwa keterangan seorang saksi atau 

hanya satu orang saksi tidak dianggap sah untuk dijadikan sebagai alat bukti 

atau disebut dengan istilah usus testis nullus testis (satu saksi, bukan saksi) 

akan tetapi alatb bukti ini bisa digunakan sebagai alat bukti salah satu nsur 

kejahatan yang dituduhkan.37 Dalam syarat materiil, seorang saksi akan 

menjelaskan mengenai apa yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri dan 

tidak bertentangan dengan akal sehat. 

3. Jenis – Jenis Saksi 

a. Saksi A Charge ( Saksi yang memberatkan terdakwa) 

Saksi A Charge adalah saksi yang sengaja dipilih dan diajukan oleh 

penuntut umum dengan keterangan yang diberikan sifatnya 

memberatkan terdakwa hal ini terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c 

KUHAP. 

b. Saksi A De Charge ( Saksi yang meringankan terdakwa).  

Saksi A De Charge adalah kebalikan dari saksi A Charge, yang mana 

saksi ini juga dipilih dan diajukan oleh penuntut umum dan keterangan 

nya bersifat meringakan bagi terdakwa. 

 

 
36 Reminceloke, “Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Remincel Sekolah 

Tinggi Ilmu Hukum Padang Vol. 1, No 2 (2019) : 271. 
37 Andi Muhammad Sofyan dan Asis, Hukum Acara Pidana,.. hlm. 236 
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c. Saksi Ahli 

Saksi ahli adalah orang yang memiliki keahlian maupun pengetahuan 

khusu mengenai sesuatu yang menjadi sengketa. Saksi ahli memberi 

keterangan atau penjelasan baru kepada dalam memutusakn suatu 

perkara. 

d. Saksi Korban 

Dengan status nya sebagai korban dipengadilan maka ia disebut sebagai 

saksi korban yang memberi kesaksian mengenai peristiwa yang secara 

kebetulan ia dengar sendiri, ia lihat sendiri bahkan ia alami sendiri.38 

e. Saksi de Auditu 

Saksi ini sering disebut dengan testimonium de auditu atau saksi hearsay 

yaitu saksi dengan kesaksiannya ia tidak lihat sendiri, tidak ia dengar 

maupun tidak ia alami sendiri tetapi hanya ia dengar dari orang lain atau 

disebut dengan rumor. Kesaksian dari seorang ahli de auditu hanya 

digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim karena tidak dapat 

dijadikan kesaksian yang sah. 

f. Saksi Mahkota (Kroogetuide)  

Saksi mahkota atau crown witnes adalah salah satu orang yang ada 

hubungannya dengan sebuah tindak pidana atau merupakan salah satu 

tersangka yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana. Saksi ini 

ditarik untuk mengungkapkan pelaku-pelaku lain dengan iming-iming 

pengurangan ancaman pidana. Saksi ini juga disebut dengan saksi kunci. 

g. Saksi Pelapor (Whistleblower) 

Saksi pelapor adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami dan 

memiliki keterkaitan dengan peristiwa pidana dan kepada penyelidik dan 

penyidik melaporkan dugaan telah terjadinya suatu peristiwa pidana. 

h. Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) 

 
38 Muhandar, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, 

(Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm. 5 



23 
 

 

Sebagai saksi dan juga sebagai pelaku suatu kejahatan dan bersedia 

membantu penegak hukum dalam mengungkapkan suatu peristiwa 

pidana atau akan terjadi suatu tindak pidana untuk mengembalikan 

benda-benda atau hasil yang didapat dari suatu tindak pidana kepada 

negara dengan cara memberikan aparat penegak hukum informasi 

mengenai suatu tindak pidana  serta ikut memberi kesaksian dalam 

proses peradilan.39 

b. Keterangan Ahli 

 Keterangan ahli merupakan alat bukti kedua yang sah  setelah alat bukti 

keterangan saksi.  Menurut Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana pada 

Pasal 1 angka 28 menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah “keterangan yang 

sengaja diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna untuk kepentingan 

dalam pemeriksaan”. Selain itu, Pasal 186 KUHAP juga menyatakan bahwa “ 

keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan”. 

Seorang ahli dalam memberi keterangan di sidang pengadilan dapat dilakukan 

dengan cara lisan maupun tulisan.40 

 Dari penjelasan Pasal 1 butir 28 maka dapat disimpulkan bahwa 

keterangan ahli mempunyai beberapa unsur yaitu : 

a. Keterangan diberikan oleh seseorang; 

b. Orang yang memberi keterangan tersebut memiliki keahlian khusu; 

c. Keahlian mengenai suatu hal (yang diperlukan); 

d. Dengan tujuan untuk membuat terang perkara pidana tertentu; 

e. Semua itu guna untuk kepentingan pemeriksaan. 

 Pada Pasal 133 ayat (1) KUHAP penyidik untuk kepentingan peradilan 

menangani seorang korban baik luka, keracunan maupun mati yang diduga 

 
39 Nanda Alysia Dewi, “Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi 

Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana Korupsi”, 

Skripsi, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), hlm. 27-31. 
40 Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana.., hlm. 246-247 
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karena perbuatan pidana, penyidik memiliki kewenangan untuk mengajukan 

keterangan ahli kepada ahli kedokteran, kehakiman atau ahli yang lainnya. Pada 

Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang yang diminta 

pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya 

wajib memberikan keterangan ahli demi sebuah keadilan. Ahli kedokteran atau 

kehakiman yang dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1) KUHAP adalah ahli 

forensik atau ahli bedah mayat”. 

 Berbeda dengan keterangan saksi, KUHAP tidak mengatur secara khusus 

mengenai  syarat apa saja yang menjadikan keterangan ahli dapat didengarkan 

kesaksiannya di pengadilan. Hanya saja KUHAP menyebutkan bahwa 

keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

“keahlian khusus” tentang hal yang perlu dibuat terang guna untuk kepentingan 

pemeriksaan dan keadilan. Sama halnya dengan pemeriksaan terhadap saksi 

yang lain, pada prinsipnya pemeriksaan saksi ahli juga terlebih dahulu disumpah 

sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut. Tujuan seorang saksi ahli 

disumpah adalah agar saksi dapat memberi keterangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya sesuai dengan keahliannya dan apabila 

keterangan yang diberikan itu tidak benar, maka sumpah tersebut dinyatakan 

sebagai sumpah palsu. 

c. Alat Bukti Surat 

 Surat adalah segala sesuatu yang mempunyai tanda bacaan yang 

bermaksud untuk menyampaikan isi hati atau hasil pemikiran seseorang yang 

dapat digunakan sebagai pembuktian. Namun, jika sesuatu tidak memuat tanda 

bacaan atau tanda bacaan tersebut tidak mengandung buah hasil pemikiran, 

maka surat tersebut tidak dapat diartikan sebagai alat bukti tertulis atau surat.41 

 Surat sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang 

menyatakan bahwa surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang 

 
41 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di 

Indonesia (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2014), hlm.86 
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dilakukan dengan sumpah, dapat dijadikan sebagai surat yang bernilai sebagai 

alat bukti, seperti suatu berita acara yang didalamnya memuat tentang sebuah 

kejadian atau keadaan tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri 

bahkan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dan keterangan yang jelas 

serta tegas. 

 Didalam Pasal 187 menyebutkan bahwa alat bukti surat bukanlah alat 

bukti yang mengikat tetapi bersifat bebas. Alat bukti surat mengalami 

perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi, saat ini alat bukti 

surat juga bisa diterima dalam bentuk surat elektronik, email, sms dan 

sebagainya.42 

d. Alat Bukti Petunjuk 

 Alat bukti petunjuk berbeda dengan alat bukti yang lain karena alat bukti 

petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. 

Artinya alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti yang diperoleh secara 

langsung ( indirect bewijs) melainkan dari alat bukti yang lainnya. Sehingga 

banyak yang menyebutkan bahwa alat bukti petunjuk bukan merupakan alat 

bukti. 

 Hakim dalam menggunakan alat bukti petunjuk harus sangat berhati-hati 

karena sangat dekat dengan penilaian yang bersifat subjektif. Dalam 

menggunakan alat bukti petunjuk hakim harus bijaksana berdasarkan hati 

nurani.43 

e. Keterangan Terdakwa 

 Mengenai alat bukti keterangan terdakwa dirumskan dalam Pasal 189 

ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “ keterangan terdakwa adalah apa 

yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan 

atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”. Untuk memastikan jika 

 
42 Syaiful Bakhri, Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana, (Yogyakarta : 

Total Media, 2009), hlm.64 
43 Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi.., hlm.102 
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alat bukti keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, maka 

diperlukan beberapa asas yaitu : 

a. Pernyataan tersebut dinyatakan di sidang pengadilan, baik pernyataan itu 

berupa penjelasan yang diutarakan sendiri atau berupa jawaban atau 

penjelasan atas pertanyaan yang diajukan kepadanya di sidang 

pengadilan. Dan yang harus dinilai tidak hanya pernyataan pengakuan 

saja tetapi termasuk juga penjelasan pengingkaran yang 

dikemukakannya. 

b. Dasar kedua yang dapat dijadikan landasan adalah tentang pernyataan 

tentang peristiwa yang terdakwa dengar sendiri, lihat sendiri bahkan apa 

yang dialami sendiri. Alat bukti ini hanya merupakan alat bukti terhadap 

dirinya sendiri.44 

2. Jenis Alat Bukti di dalam Hukum Pidana Islam 

Dalam pandangan Islam ada banyak pendapat mengenai macam-macam 

alat bukti yang ada dalam hukum acara pidana Islam seperti : 

a. Saksi (as-syahādah). 

b. Pengakuan (iqrār). 

c. Tanda-tanda atau petunjuk (qarīnah) 

d. Pendapat ahli ( al-khibrah). 

e. Pengetahuan hakim ( maklumatul qadli) 

f. Tulisan atau surat (al-kitabah). 

g. Sumpah (Yamīn) 

Dalam qanun hukum acara jinayah (QHAJ) berdasarkan Pasal 181, alat 

bukti yang sah terdiri dari : 

a. Keterangan saksi  

b. Keterangan ahli  

 
44M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: 

Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi,...hlm. 258-321 
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c. Barang bukti  

d. Surat 

 e. Bukti elektronik  

f. Pengakuan terdakwa  

g. Keterangan terdakwa  

Dari kedua pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa jenis alat 

bukti secara umum ada 5 (lima) yaitu :  

a. Keterangan saksi  

b. Keterangan ahli  

c. Petunjuk  

d. keterangan terdakwa  

e. Sumpah 

Berikut akan dijelaskan satu persatun definisi alat-alat bukti yang ada dalam 

hukum acara pidana Islam : 

a. Keterangan Saksi ( As-Syahādah) 

Menurut bahasa kesaksian atau as-syahadah disebut dengan istilah Al-

Bayan (pernyataan), yaitu pemberitaan tentang sesuatu yang pasti berupa ucapan 

yang muncul dari pengetahuan yang diperoleh dari sesuatu yang disaksikan 

secara langsung. Sedangkan menurut syara’ kesaksian berarti pemeberitahuan 

yang benar dengan tujuan untuk menetapkan suatu hak dengan lafal as-syahadah 

atau kesaksian di muka pengadilan. 

Hukum kesaksian adalah wajib bagi seorang hakim dalam memutuskan 

perkara sesuai dengan kehendak suatu kesaksian apabila saksi tersebut sudah 

dinyatakan adil oleh orang yang dekat dengannya atau orang yang mengenalnya. 

Hakim tidak boleh menunda untuk memberi keputusan dengan adanya kesaksian 

apabila syaratnya sudah cukup, kecuali dalam tiga keadaan yaitu karena masih 

mengaharapkan perdamaian diantara mereka yang masih mempunyai ikatan 
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keluarga dekat, karena memberi kesempatan atau tempo kepada terdakwa dan 

apabila seorang hakim masih merasa ragu-ragu.45 

Dalam hukum Islam menyatakan wajib bagi seorang muslim untuk 

memberikan kesaksian mengenai suatu hal yang diketahui. Hal ini sebagaimana 

dalam firman allah SWT dalam QS. Al-Baqarah (2) : 282 : 

ليۡم  كۡتبُُوهُُۚ وم
 
ى فمأ م ّٗ لٖ مُسم َٰٓ ٱجَم ى لم

ِ
ينٍۡ ا ايمنتُُ بدِم ا تمدم ذم

ِ
نُوٓاْ ا امم ينم ءم ِ لَّه

 
َٰٓأيَُّما ٱ ُۚ فمليۡمكۡتبُۡ  يم َٰ ُ للَّه

 
هُ ٱ م عملهمم تبٌِ ٱَن يمكۡتُبم كَمم لَم يمأ بۡم كَم لۡعمدۡلُِۚ وم

 
تبُِ  بِأ هينۡمكُُۡ كَم كۡتبُ ب

قُ  لۡحم
 
ي عملميۡهِ ٱ ِ لَّه

 
ليُۡمۡللِِ ٱ ۡ وم سۡ مِنۡهُ شم لَم يمبۡخم ههُۥ وم ب م رم للَّه

 
لۡيمتهقِ ٱ تمطِيعُ ٱَن يمُِله   وم يمس ۡ عِيفاً ٱَوۡ لَم  فِيهاً ٱَوۡ ضم قُ سم لۡحم

 
ي عملميۡهِ ٱ ِ لَّه

 
نم ٱ ن كَم

ِ
اُۚ فما ّٔٗ  ٔ

همۡ  ل ن 
ِ
فما  ۡۖ الِكُُۡ ِجم ر  يۡنِ مِن  هِيدم شم سۡتمشۡهدُِواْ 

 
ٱ وم لۡعمدۡلُِۚ 

 
بِأ لِيُهُۥ  وم فمليُۡمۡللِۡ  تمضِله  هُوم  ٱَن  َٰٓءِ  ا لشُهمدم

 
ٱ وۡنم مِنم  تمرۡضم مِمهن  نِ  ٱتََم مۡرم

 
ٱ وم جُلٞ  فمرم جُلميِۡۡ  رم يمكُونَم   

مسۡ  لَم ت ا دُعُواُْۚ وم ا مم ذم
ِ
َٰٓءُ ا ا لشُهمدم

 
لَم يمأ ۡبم ٱ ُۚ وم ىى لُۡۡخۡرم

 
ا ٱ ُمم ىٰى حۡدم

ِ
رم ا ك ِ ا فمتذُم ُمم ىٰى حۡدم

ِ
َٰٓ ا ى لم

ِ
غِيًرا ٱَوۡ كمبِيًرا ا مُوٓاْ ٱَن تمكۡتُبُوهُ صم مٔ طُ عِندم ٔ  لِكُُۡ ٱَقۡسم َٰ ُۦۚ ذم لِِِ  ٱَجم

بمينۡم  ما  ةّٗ تُدِيرُونَم اضِِم ةً حم َٰرم َٰٓ ٱَن تمكُونم تِم لَه
ِ
بوُٓاْ ا َٰٓ ٱلََه تمرۡتَم ى ٱَدۡنم وم ةِ  دم هم َٰ لِلشه مُ  ٱَقۡوم ِ وم للَّه

 
ُۚ ٱ ا تمبمايمعۡتُُۡ ذم

ِ
ٱَشۡهدُِوٓاْ ا وم اۗ  لَم    كُُۡ فملميسۡم عملميۡكُُۡ جُنماحٌ ٱلََه تمكۡتبُُوهم وم

 ۗ ُ للَّه
 
ل ِمُكُُُ ٱ يعُم ۖۡ وم م للَّه

 
تهقُواْ ٱ

 
ٱ ههُۥ فُسُوقُ  بِكُُۡۗ وم ن

ِ
ن تمفۡعملُواْ فما

ِ
ا هِيدُٞۚ وم لَم شم تبِٞ وم آَٰره كَم ءٍ عمليِٞم   يضُم ۡ ُ بِكُ ِ شم للَّه

 
ٱ  وم

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. 

Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan 

benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang 

berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka 

hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan 

dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang 

lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) 

apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, 

 
45 Usman Hasyim. Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam. (Yogyakarta: Andi 

Ofset. 1984) hlm.1 
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baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), 

kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan 

persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi 

saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah 

kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu.” 

“Berkata Ibnu Abbas ra bahwa menyembunyikan kesaksian itu 

merupakan perbuatan dosa besar dan kesaksian itu merupakan fardhu 

kifayah, artinya jika kesaksian telah diberikan oleh beberapa orang saksi, 

maka gugurlah kewajibannya untuk memelihara hak dan yang demikian 

telah cukup dengan kesaksian yang berikan oleh sebagian dari mereka.46 

b. Keterangan Ahli (Al-Khibrāh) 

Keterangan ahli atau al- kibrah berarti setiap orang yang ahli terhadap 

suatu masalah. Kemampuan orang yang mempunyai keahlian terkadang 

dipergunakan dalam penyelidikan suatu masalah atau dalam proses 

pemeriksaan.47 

Dalam perundang-undangan membolehkan hakim meminta bantuan atau 

pendapat tenaga ahli. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An- 

Nahl (16) : 43 yaitu : 

مۡۖۡ فمسۡ  لميۡهِ
ِ
الَّٗ نوُحَِِٰٓ ا لَه رجِم

ِ
لۡنما مِن قمبۡلِِم ا آَٰ ٱرَۡسم مم ن كُنتُُۡ لَم تمعۡلممُووم

ِ
كۡرِ ا ِ لَّ 

 
لوُآْ ٱَهۡلم ٱ مٔ  نم  ٔ 

 
46 Usman Hasyim., Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam., hlm 2 
47 Ibid., hlm 99 
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Artinya : “Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki 

yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang 

mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. 

 Dari ayat tersebut maka dapat dipahami bahwa seorang hakim atau qadhi 

apabila dalam pengambilan suatu  keputusan masih mempunyai perasaan ragu-

ragu maka ia dapat meminta pendapat seorang tenaga ahli. 

c. Petunjuk (Qarīnah) 

Qarinah القر ينة ialah salah satu dari beberapa jenis alat bukti yang 

digunakan dalam peradilan Islam. Qarinah berarti tanda-tanda yang 

berhubungan dengan perkara pidana yang mana tanda-tanda ini merupakan hasil 

dari suatu kesimpulan yang dibuat oleh hakim dalam menangani bermacam 

kasus melalui ijtihad. Rasulullah SAW semasa hidupnya sering menggunakan 

alat bukti qarinah apabila tidak ditemukan adanya alat bukti yang lain dalam 

memutuskan suatu perkara. Namun ada sebagian pendapat mengatakan bahwa 

jika hanya ada alat bukti qarinah saja, maka tidak dapat memutuskan suatu 

perkara pidana. 

Qarinah atau petunjuk adalah penyertaan, kadang berupa petunjuk kuat 

maupun lemah menurut kuat dan lemahnya suatu pernyataan.48Qarinah adalah 

alat bukti yang masih adanya perselisihan di kalangan para ulama untuk jenis 

tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Sedangkan alat bukti qarinah 

banyak digunakan untuk jarimah lain seperti hudud dan lain-lain. 49 

Peradilan Islam dalam memutuskan perkara menggunakan Qarīnah 

sebagai alat bukti dengan dasar-dasar yang dikemukakan sebagai berikut : 

 ۡۖ ِ للَّه
 
اذم ٱ عم ُۚ قمالم مم م يۡتم لم قمالمتۡ هم بم وم َٰ لَۡۡبوۡم

 
غملهقمتِ ٱ هفۡسِهِۦ وم ميۡتِِما عمن ن هتِِ هُوم فِِ ب ل

 
تهُۡ ٱ دم وم َٰ رم ههُۥ لَم  وم ن

ِ
ۖۡ ا ايم ثوۡم نم مم َٰٓ ٱحَۡسم بّ ِ ههُۥ رم ن

ِ
 ا

نۡ  لِم لنِمصۡۡفِم عم َٰ ُۦۚ كمذم ب ِهِ نم رم ا بُرۡهم َٰ ءم َٰٓ ٱنَ ره ه بِِما لموۡلَم هَم هتۡ بِهِۦۖۡ وم لمقمدۡ هَم لِمُونم وم لظه َٰ
 
ههُۥ مِنۡ عِبمادِنَم  يفُۡلِحُ ٱ ن

ِ
ُۚ ا آَٰءم لۡفمحۡشم

 
ٱ ءم وم لسُوَٰٓ

 
هُ ٱ

 
48 Ibid., hlm 87 
49 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 

hlm 244 
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سۡ 
 
ٱ لۡمُخۡلمصِيۡم وم

 
ادم بِأَ ٱ نۡ ٱرَم َٰٓءُ مم ا زم ا جم لۡبمابُِۚ قمالمتۡ مم

 
ا ٱ م ا لَم هم دم ي ِ ٱلَۡفميما س م هُۥ مِن دُبُرٖ وم تۡ قممِيصم قمده لبۡمابم وم

 
َٰٓ  تمبمقما ٱ لَه

ِ
ءًا ا هۡلِِم سُوَٰٓ

 
ِ
نۡ ٱَهۡلِهمآَٰ ا اهِدٞ م ِ هِدم شم شم هفۡسُِِۚ وم تۡنِِ عمن ن دم وم َٰ ابٌ ٱلَيِٞم قمالم هِِم رم نم ٱوَۡ عمذم قمتۡ  ٱَن يسُۡجم دم نم قممِيصُهُۥ قُده مِن قُبلُٖ فمصم ن كَم

ءما قممِيصم  ا رم دِقِيۡم فملممه لصه َٰ
 
هُوم مِنم ٱ بمتۡ وم نم قممِيصُهُۥ قُده مِن دُبُرٖ فمكمذم ن كَم

ِ
ا ذِبِيۡم وم لۡكم َٰ

 
هُوم مِنم ٱ ههُۥ  وم ن

ِ
هُۥ قُده مِن دُبُرٖ قمالم ا

كُنه عمظِيٞم    نه كميۡدم
ِ
ۖۡ ا  مِن كميۡدِكُنه

Artinya : Dan wanita (Zulaikha) yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda 

Yusuf untuk menundukkan dirinya (kepadanya) dan dia menutup pintu-

pintu, seraya berkata: "Marilah ke sini". Yusuf berkata: "Aku berlindung 

kepada Allah, sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik". 

Sesungguhnya orang-orang yang zalim tiada akan beruntung. 

Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud (melakukan perbuatan itu) 

dengan Yusuf, dan Yusufpun bermaksud (melakukan pula) dengan wanita 

itu andaikata dia tidak melihat tanda (dari) Tuhannya. Demikianlah, agar 

Kami memalingkan dari padanya kemungkaran dan kekejian. 

Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba Kami yang terpilih. Dan 

keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis 

Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami 

wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata: "Apakah pembalasan terhadap 

orang yang bermaksud berbuat serong dengan isterimu, selain dipenjarakan 

atau (dihukum) dengan azab yang pedih?" Yusuf berkata: "Dia menggodaku 

untuk menundukkan diriku (kepadanya)", dan seorang saksi dari keluarga 

wanita itu memberikan kesaksiannya: "Jika baju gamisnya koyak di muka, 

maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan 

jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta, dan 

Yusuf termasuk orang-orang yang benar". Maka tatkala suami wanita itu 

melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang berkatalah dia: "Sesungguhnya 

(kejadian) itu adalah diantara tipu daya kamu, sesungguhnya tipu daya 

kamu adalah besar". 



32 
 

 

Mengenai alat bukti qarinah ada beberapa pendapat yang berbeda di 

kalangan ulama mazhab. Ulama Hanafiah secara umum berpendapat bahwa 

mempergunakan qarinah-qarinah mengenai hak dan qishash tidak boleh 

dipergunakan dan pada qarinah-qarinah yang tasyabuh mengenai hak-hak 

kemanusiaan. Sedangkan ulama Hanabilah adalah yang paling bersemangat 

dalam menggunakan qarinah untuk berpegang pada sunah, yaitu kejadian-

kejadian yang menunjukkan dipergunakannya qarinah.50 Imam Abu Hanifah, 

Imam Syafi’i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa jika hanya menggunakan 

alat bukti qarinah maka hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara. 

Sementara menurut Ibnu Qayyim, qarinah itu dapat dipergunakan sebagai alat 

bukti karena kedudukan qarinah sama dengan kedudukan saksi. Menurut Ibnu 

Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang datang 

sesudahnya telah mempertimbangkan qarinah dalam memutuskan hukuman 

yang hendak dijatuhkan. 

Qarinah sering dijadikan sebagai bukti persangkaan atas sesuatu 

sebagaimana mempertimbangkan qarinah dalam perkara menemukan barang 

temuan yang bertuan. Orang memberikan keterangan mengenai hal kepemilikan 

barang dengan cara mengidentifikasi ciri khusus terhadap barang yang 

disengketakan untuk membuktikan dan mengindikasi kebenaran gugatan bahwa 

barang tersebut kepunyaannya. 51 

d. Keterangan Terdakwa ( Iqrār) 

Keterangan terdakwa atau iqrar berarti pengakuan dari terdakwa. 

Pengakuan yang dimaksud dalam peradilan adalah mengakui adanya hak orang 

lain yang ada pada diri pelaku dengan ucapan. Iqrar atau pengakuan adalah 

 
50 Mahmud Syalthut,  Fiqih Tujuh Mazhab, ( Bandung: Pustaka Setia. 2007), hlm. 273-

274 
51 Asadulloh Al-Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, Cet.I, (Yogyakarta: Pustaka 

Yustisia, 2009), hlm.88-89 
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landasan yang paling kuat karena dengan adanya pengakuan maka akibat 

hukumnya akan dirasakan oleh pelaku sendiri bukan orang lain.52 

Dasar hukum iqrar telah disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana 

firman Allah SWT di dalam QS. An-Nisa (4) : 135, yaitu :  

نوُاْ كُونوُ  امم ينم ءم ِ لَّه
 
َٰٓأَيُّما ٱ م َٰ ِن يمكُنۡ غمنِ ۞ي

ُۚ ا بِيۡم لۡۡقَۡرم
 
ٱ يۡنِ وم لَِم َٰ لوۡم

 
َٰٓ ٱنَفُسِكُُۡ ٱوَِ ٱ ى لموۡ عملم ِ وم َٰٓءم لِلَّه ا لۡقِسۡطِ شُهمدم

 
مِيۡم بِأ َٰ ا  اْ قموه يًّا ٱوَۡ فمقِيرّٗ

ن تملوُۡۥآْ ٱوَۡ تُعۡرضُِواْ فم 
ِ
ا َٰٓ ٱنَ تمعۡدِلوُاُْۚ وم ىى لۡهموم

 
اۖۡ فملَم تمتهبِعُواْ ٱ مم ى بِِِ ُ ٱوَۡلم للَّه

 
ا   فمأ بِيرّٗ لوُنم خم ا تمعۡمم نم بِمم م كَم للَّه

 
نه ٱ

ِ
 ا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar 

balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” 

Seorang yang melakukan kesaksian terhadap diri sendiri sama halnya 

dengan melakukan pengakuan terhadap apa yang ia lakukan. Pengakuan yang 

jelas, terperinci dan sudah pasti adanya merupakan sebuah pengakuan yang 

dapat diterima.  Syarat sah suatu pengakuan adalah pengakuan yang dibuat atas 

dirinya harus benar dan tanpa adanya paksaan, dilakukan oleh orang yang 

berakal dan mempunyai kebebasan dalam memilih. Artinya jika pengakuan 

tersebut datangnya dari orang gila, hilang akal dan orang yang di paksa 

hukumnya tidak sah dan pengakuan tersebut tidak dapat diterima.53 

e. Sumpah (Yamīn) 

Apabila seorang penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya, 

sedangkan tergugat menolak isi gugatan tersebut, hak tergugat dapat 

 
52 Basiq Djalil . Peradilan Islam. (Jakarta: Amzah. 2012), hlm. 40-41 

53 Ahmad Wardi Muslich. Hukum Pidana Islam... hlm 230 
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mengajukan tuntutan kepada hakim agar menyumpah tergugat, hal ini seperti 

dalam sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu : Dari Ibnu ‘Abbas radhiallahu 

'anhuma, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda 

:“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang 

akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti 

atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari 

(dakwaan)” (HR. Baihaqi, hadits Hasan, sebagian lafazhnya ada pada riwayat 

Bukhari dan Muslim) 

Sumpah atau yamin adalah kekuatan, yang mana kekuatan tersebut dapat 

digunakan pada anggota badan dan sumpah. Yamin berarti bersumpah dengan 

menggunakan nama Allah SWT. Ada 3 orang yang dapat bersumpah54 yaitu : 

1. Mudda’ī (pendakwa)  

2. Mudda’ā ( yang terkena dakwaan) 

 3. Saksi 

Sumpah bukan merupakan alat bukti yang menetapkan suatu hak. 

Karena alat bukti sumpah digunakan hanya untuk mengaharapkan penolakannya 

pihak yang diminta melakukan sumpah di sidang pengadilan. Apabila tergugat 

telah bersumpah, maka akan selesai persengketaan antara penggugat dan pihak 

yang tergugat.55 

Selain al- yamin, sumpah juga disebut dengan qasamah yaitu sumpah 

yang dihadapkan kepada para wali yang tertuduh melakukan pembunuhan. Ibnu 

Qayyim menyebutkan bentuk lain dari qasamah, yaitu qasamah yang 

diberlakukan kepada perampok-perampok harta benada yang menghabiskan 

seluruh isi rumah, sedangkan kejadian itu diketahuinoleh orang rumah hanya 

mereka tidak mengetahui barang yang diambil. Menurut ibnu Qayyim dan Ibnu 

Majisyun, dalam hal seperti ini barang apa saja yang diambil atau dirampok itu 

 
54 Usman Hasyim., Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayah Islam,... hlm 113 
55 Basiq Djalil... hlm 52 
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adalah semata-mata atas dasar pengakuan pemilik barang itu sendiri dengan di 

kuatkan dengan sumpah.56 

C. Tujuan Alat Bukti atau Pembuktian 

 Pembuktian bertujuan untuk mengungkap perkara pidana  dan 

pelaksanaan peradilan yang terikat pada alat-alat bukti, proses pembuktian dan 

sistem pembuktian yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, tujuan pembuktian juga untuk mencari dan mendapatkan kebenaran-

kebenaran  dalam suatu perkara pidana bukan semata-mata untuk mencari 

kesalahan dari orang lain.57 

 Dalam proses pemeriksaa  di sidang pengadilan, bagi beberapa pihak 

yang terlibat pembuktian menjadi proses penting dalam menentukan pihak yang 

terlibat serta mendapatkan keterangan atau kebenaran. Berikut adalah beberapa 

tujuan pembuktian bagi beberapa pihak yang terlibat58, yakni: 

a. Bagi hakim, alat bukti bertujuan dalam hal membuat keputusan di 

persidangan. Hakim berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 

ayat (2) Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Pembuktian yang berbunyi : “ Pasal 183 KUHAP berbunyi 

: “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali 

sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah yang ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 

b. Bagi jaksa atau penuntut umum, pembuktian bertujuan untuk 

menyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang telah ada untuk 

memperjelas dakwaan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan surat 

dakwaannya. 

 
56 Muhammad Salam Madkur, Peradilan dalam Islam., (Surabaya:  Bina Ilmu), hlm. 

114-115 
57 R.Soesilo, Pembelajaran Lengkap Hukum Pidana, (Bandung :Politera),.hlm.85. 
58 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana..hlm 13. 
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c. Bagi terdakwa maupun penasihat hukum, pembuktian bertujuan untuk 

membuat hakim yakin untuk membuat terpidana bebas dari tuntutan, 

sanksi pidana maupun untuk meringankan pidananya. 

Pada dasarnya pembuktian bertujuan untuk mengungkapkan suatu 

kebenaran untuk memperoleh kepastian hukum atas suatau peristiwa atau 

kejadian pidana yang terjadi guna untuk mendapatkan putusan hakim yang adil 

dan benar.  

D. Teori- Teori Pembuktian 

1. Teori Pembuktian dalam Hukum Positif 

 Ada beberapa macam teori pembuktian yang dikenal dalam hukum acara 

pidana. Beberapa teori ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan 

suatu perkara di pengadilan.  Perkembangan zaman membuat sistem hukum 

mengalami banyak perubahan. Sehingga teori-teori hukum juga ikut mengalami 

perubahan. Ada empat teori pembuktian yang dikenal dalam sistem pembuktian 

tindak pidana yaitu : teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam 

batas- batas tertentu atas alasan yang logis (conviction rasionnee), teori 

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata (conviction intime), 

teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang 

disebut oleh undang-undang secara positif (positif wettelijk bewijstheorie) dan 

teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti  

dalam undang-undang secara negatif (negatief wettelijk bewijstheorie)59. 

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Dalam Batas- Batas 

Tertentu Atas Alasan Yang Logis (Conviction Rasionnee) 

Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas 

tertentu atas alasan yang logis (conviction rasionnee) adalah teori 

pembuktian yang tetap menggunakan keyakinan hakim yang didasarkan 

 
59 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, (Bandung: Alumni, 

2011), hlm. 11 



37 
 

 

pada alasan-alasan yang bersifat rasional.60 Alasan rasional yang 

dimaksud adalah hakim daalam menentukan kayakinannya tidak bisa 

melakukan dengan bebas melainkan harus menggunakan alasan-alasan 

yang dapat diterima oleh akal pikiran yang merupakan dasar keyakinan 

hakim dalam pembuktian. 

Hakim dengan menggunakan keyakinannya dapat memutuskan 

bersalahnya terdakwa. Keyakinan hakim tersebut bukan merupakan 

keyakinan yang hakim ciptakan sendiri melainkan keyakinan itu juga 

harus didasarkan pada dasar-dasar pembuktian.61 

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata-Mata 

(Conviction Intime) 

Teori pembuktian ini memberikan kebebasan kepada hakim untuk 

menjatuhkan suatu putusan berdasarkan keyakinannya, artinya jika hakim  

menganggap suatu perbuatan pidana telah terbukti sesuai dengan 

keyakinan dari hati nurani, maka hakim dapat menjatuhkan putusan 

kepada terdakwa. Pada teori ini keyakinan hakim dapat mengabaikan hal-

hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan keyakinan hakim 

tersebut.62 

Di Indonesia pernah menerapkan teori ini yaitu pada pengadilan 

distrik dan pengadilan kabupaten. Sistem ini juga membolehkan hakim 

menyebutkan apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, termasuk bisikan 

dukun. Hal ini terlihat pada sistem pengadilan adat dan swapraja yang 

mana hakimnya terdiri dari orang-orang yang bukan ahli hukum. Sistem 

ini dapat merugikan terdakwa dan penasihat hukum bahkan dapat 

 
60 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya 

Bakti, 2007), hlm.187 
61 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,..hlm.40 
62 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer...hlm.186-187. 
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merugikan dalam hal pengawasan terhadap hakim karena tidak jelasnya 

dasar dan ukuran suatu keyakinan hakim.63 

Dalam sistem pembuktian ini tidak menyebutkan  kriteria khusus 

mengenai alat bukti apa yang bisa digunakan, syarat serta cara hakim 

dalam membentuk keyakinannya sehingga kemungkinan besar hakim bisa 

salah terhadap keyakinan yang telah dibentuknya. Hal inilah yang 

membuat lemah sistem ini. Selain itu, sistem ini dalam praktiknya 

berpeluang besar terjadiya praktik penegak hukum yang sewenang-

wenang dengan berpatokan pada alasan keyakinan hakim.64 

3. Teori Pembuktian Yang Hanya Berdasarkan Kepada Alat-Alat 

Pembuktian yang Disebut Oleh Undang-Undang Secara Positif (Positif 

Wettelijk Bewijstheorie).  

Sistem pembuktian dengan teori ini adalah pembuktian dilakukan 

berdasarkan alat-alat bukti yang telah di tentukan dalam undang-undang. 

Sebelum memutuskan kesalahan terdakwa, hakim terlebih dahulu harus 

berpatokan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. 

Jika alat-alat bukti yang ada tersebut terpenuhi, maka hakim sudah 

mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan putusan tanpa harus timbul 

keyakinannya terlebih dahulu karena dibenarkan oleh alat-alat bukti.  

Keyakinan hakim tidak dpaat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam 

menentukan bersalahnya seseorang.65 

Wirjono Prodjodikoro menyatakan tidak mendukung teori ini untuk 

diterapkan di negara Indonesia. Alasan karena menurutnya hakim tidak 

dapat menetaapkan kebenaran selain dengan menyatakan berdasarkan 

 
63 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana,.. hlm. 39-40 
64 Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi,..hlm. 25. 
65 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer...hlm 90. 
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keyakinannya tentang suatu kebenaran. Keyakinan seorang hakim yang 

berpengalamn dan jujur, bisa jadi sesuai dengan keyakinan masyarakat.66 

4. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Yang Timbul Dari 

Alat-Alat Bukti  Dalam Undang-Undang Secara Negatif (Negatief 

Wettelijk Bewijstheorie). 

Teori ini menyatakan bahwa pembuktian dilakukan selain dengan 

menggunakan alat –alat bukti yang dirumuskan dalam undang-undang juga 

dapat menggunakan keyakinan hakim. Teori ini menggabungkan dua sistem 

pembuktian yaitu pembuktian menurut keyakinan hakim dan sistem 

pembuktian menurut undang-undang secara positif sehingga sistem 

pembuktian ini disebut juga dengan sistem pembuktian ganda 

(doubelengrondslag).67 

Dalam teori pembuktian ini keyakinan hakim tidak bisa dipergunakan 

apabila  keyakinan tersebut tidak diperoleh dari paling kurang dua alat bukti 

yang sah. Namun alat bukti yang sah tersebut dianggap nihil apabila tidak 

dapat menciptakan keyakinan bagi hakim.  Dari pembuktian berganda 

tersebut terciptalah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif yang merumuskan bahwa kesalahan terdakwa ditentukan oleh 

keyakinan seorang hakim yang berdasarkan cara dan alat bukti yang sah 

menurut undang-undang.68 

Sistem pembuktian ini  memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas- batas tertentu 

atas alasan yang logis. Persamaannya adalah kedua teori ini menggunakan 

keyakinan hakim dan keyakinan hakim tersebut sama – sama ada batasnya.  

Perbedaan kedua teori ini adalah bahwa sistem conviction rasionalee 

berdasar pada keyakinan hakim yang berdasarkan pada suatu kesimpulan 

 
66 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 

251. 
67 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer.. hlm. 187. 
68 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP..hlm. 277. 
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atau alasan-alasan logis yanhg dapat diterima oleh akal yang tidak didasarkan 

pada undang-undang. Sedangkan pembuktian negatif wettelijk bewijstheorie 

berpatokan pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dan 

harus menimbulkan keyakinan hakim.69 

Menurut M. Yahya Harahap, terdapat dua komponen yang 

dipergunakan untuk mennetukan salah atau tidak seorang terdakwa 

berdasarkan teori pembuktian negatif yaitu sebagai berikut70 : 

a. Pembuktian dilakukan dengan menggunakan cara dan alat bukti 

yang sah yang ditelah ditetapkan dalam undang-undang; 

b. Keyakinan hakim harus didasarkan pada cara dan dengan alat 

bukti yang sah menurut undang-undang. 

KUHAP menganut sistem pembuktian yang menyatukan unsur-unsur 

objektif dan subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dari kedua 

unsur tersebut keduanya saling berkaitan dan tidak ada yang paling dominan. 

Artinya suatu perkara pidana telah terbukti secara sah dengan menggunakan alat 

–alat bukti yang sah menurut undang-undang), namun tidak dapat 

mendatangkan keyakinan hakim, maka hakim tetap tidak dapat menjatuhkan 

putusan pidana erhadap terdakwa.71 KUHAP menganut sistem pembuktian 

menurut undang-undang secara negatif. Sistem ini diperkuat oleh prinsip 

kebebasan kekuasaan kehakiman.72 

2. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana Islam 

 Didalam hukum acara pidana dikenal ada 4 teori pembuktian. Sedangkan 

dalam hukum acara pidana Islam, pembuktian bisa dilakukan dengan beberapa 

cara yaitu : 

 
69 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer.. hlm. 190-191. 
70 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP...hlm. 279. 
71 Tolib Efendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana; Perkembangan dan 

Pembaharuanya di Indonesia, (Malang: Setara Press, 2014), hlm.172 
72 Romli Atmasasmita, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, (Bandung: 

Mandar Maju), hlm. 106 
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a. Pembuktian dilakukan dengan pengakuan yang menurut bahasa 

pengakuan berarti penetapan dan menurut istilah syara’ merupakan cerita 

yang dapat mengungkap kebenaran atau mengakui kebenaran dalam 

suatu perbuatan. Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam QS. An- 

Nisaa [4] : 13573 : 

َٰٓ ٱنَفُ  ى لموۡ عملم ِ وم َٰٓءم لِلَّه ا لۡقِسۡطِ شُهمدم
 
مِيۡم بِأ َٰ نوُاْ كُونوُاْ قموه امم ينم ءم ِ لَّه

 
َٰٓأَيُّما ٱ م َٰ ا  ۞ي ِن يمكُنۡ غمنيًِّا ٱوَۡ فمقِيرّٗ

ُۚ ا بِيۡم لۡۡقَۡرم
 
ٱ يۡنِ وم لَِم َٰ لوۡم

 
سِكُُۡ ٱوَِ ٱ

َٰٓ ٱنَ تمعۡدِلُ  ىى لۡهموم
 
اۖۡ فملَم تمتهبِعُواْ ٱ مم ى بِِِ ُ ٱوَۡلم للَّه

 
ا   فمأ بِيرّٗ لوُنم خم ا تمعۡمم نم بِمم م كَم للَّه

 
نه ٱ

ِ
ن تملوُۡۥآْ ٱوَۡ تُعۡرضُِواْ فما

ِ
ا  واُْۚ وم

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-

benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka 

Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu 

karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan 

(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An- Nisaa [4] : 135) 

b. Pembuktian dilakukan dengan persaksian. Persaksian yang dimaksud 

adalah menyaksikan suatu perbuatan pidana dan di hadapan pengadilan 

dirinya akan bersaksi dengan menggunakan kalimat syahadat sebelum 

melakukan kesaksian. Apabila kesaksian yang ia ucapkan itu berita 

bohong maka Allah akan menajdikan perkara ini sebagai sebuah dosa 

besar yang menjerumuskan pelakunya ke jalan kebathilan dan dijauhkan 

dari hidayah.74 

c. Persaksian dilakukan dengan qasamah atau dalam bahasa disebut dengan 

sumpah yaitu pernyatakan yang diucapkan secara resmi dengan 

menyebutkan nama Allah SWT untuk membuktikan kesungguhan suatu 

kebenaran atas suatu perkara. 

 
73 QS. An- Nisaa (4) : 135 

74 Samir Abdul Halim, dkk. Ensiklopedia Sains Islami, jil: Yurisprudensi, (Tangerang: Kamil 

Pustaka, 2015), hlm. 100 
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BAB TIGA 

ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA 

PEMERKOSAAN 

BAB TIGA ALAT BUKTI PERMULAAN DALAM PERKARA PEMERKOSAAN 

 

A. Pengertian Jarimah Pemerkosaan 

1. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut KBBI 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata pemerkosaan atau 

perkosaan berasal dari kata perkosa yang memilki arti kuat, perkasa, gagah dan 

paksa. Sedangkan kata memperkosa artinya menundukkan dengan kekerasan, 

melanggar, menggagahi atau menyerang dengan kekerasan. Pemerkosaan 

merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang bersifat memaksa atau 

menundukkan atau menyerang dengan kekerasan yang dilakukan oleh seorang 

lelaki kepada perempuan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pemerkosaan menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang mempunyai unsur 

utama berupa perilaku kekerasan terkait hubungan seksual yang mana perbuatan 

tersebut dapat melanggar norma hukum.75 

2. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan Menurut Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) 

Tindak pidana pemerkosaan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap 

kesusilaan (misdrijven tegen de zeden). Didalam kitab undang-undang hukum 

pidana (KUHP) memang tidak dijelaskan mengenai batas pengertian kesusilaan. 

Secara bahasa kata kesusilaan berasala dari kata “su” dan  “sila” dalam bahasa 

sansekerta. Kata “su” artinya yang baik dan “sila” berarti prinsip maupun dasar. 

Sehingga arti dari susila adalah prinsip atau dasar hidup yang baik yang 

 
75 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia... hlm. 

1059 
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bersumber dari aturan moral, sopan dan santun, adat istiadat dan agama 

termasuk juga asas kepantasan.76 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  pada Pasal 285 

merumuskan tentang tindak pidana pemerkosaan (rape) yaitu dengan bunyi 

sebagai berikut : 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena 

melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) 

tahun”.77 

KUHP membentuk aturan mengenai tindak pidana pemerkosaan serta 

ancaman pidananya dengan tujuan yaitu untuk memberi perlindungan kepada 

orang yang membutuhkan perlindungan dalam hal ini adalah perempuan dari 

perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan seperti tindak 

pidana pemerkosaan.78 

Dengan memperlihatikan rumusan KUHP mengenai tindak pidana 

pemerkosaan, maka terdapat beberapa unsur atau kategori yang bisa 

menentukan bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana 

pemerkosaan79, diantaranya : 

1. Suatu perbuatan dilakukan dengan ancaman maupun kekerasan. 

2. Adanya unsur pemaksaan kepada sebelah pihak atau tidak adanya 

persetujuan dari perempuan. 

3. Dilakukan pada orang lain (wanita) yang bukan istrinya. Apabila 

yang dipaksa adalah istrinya maka hal ini tidak termasuk ke dalam 

 
76 Edi Setiadi, “ Perlindungan Hukum Bagi Wanita dari Tindakan Kekerasan”, Mimbar, 

No. 3, September 2001, hlm.343 
77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 285 
78 Ramiyanto dan Waliadin, ”Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan dengan 

Sarana Penal dalam Rangka Melindungi Perempuan”, Legislasi Indonesia,  Vol. 15, No.4, 

Desember 2018, hlm.321-329. 
79Rahmat Abduh, “Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana 

dan Hukum Islam)”, Wahana Inovasi, Vol.3, No. 1, Januari-Juni 2014, hlm.218 
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tindak pidana pemerkosaan walaupun dilakukan dengan ancaman 

dan kekerasan. 

Akan tetapi sempitnya definisi atau kriteria yang disebutkan dalam 

KUHP menimbulkan banyak kesulitan bagi perempuan yang menjadi korban. 

Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka kriteria dari tindak pidana 

pemerkosaan diperluas menjadi : 

1. Dilakukan oleh lelaki dan perempuan. 

2. Perbuatan bersetubuh. 

3. Bertentangan dengan salah satu kehendak. 

4. Dilakukan tanpa adanya persetujuan. 

5. Persetujuan yang diperoleh dari ancaman. 

6. Tidak hanya  memasukkan alat kelamin kedalam vagina tetapi 

termasuk juga kedalam  mulut maupun anus perempuan. 

7. Memasukkan benda selain bagian tubuh kedalam alat kelamin 

perempuan. 

3. Pengertian Jarimah Pemerkosaan Menurut Fiqh 

Dalam bahasa Arab, kata pemerkosaan disebut al- wath’u bi al-ikrah yang 

artinya hubungan kelamin/ hubungan seksusal yang dilakukan antara seorang 

lelaki dan perempuan dengan menggunakan paksaan. Para fuqaha 

mendefinisikan pemerkosaan sama dengan jarimah zina. Ibnu Rusyd 

menyebutkan bahwa zina yaitu setiap persetubuhan yang terjadi tanpa adanya 

tali perkawinan yang sah, bukan karena adanya syubhat dan bukan pula karena 

pemilikan (budak).Abu Zahrah menyebutkan bahwa zina adalah persetubuhan 

yang terjadi tanpa ada tali perkawinan yang dianggap sah dan dilakukan dalam 

keadaan sadar serta tanpa mengandung unsur syubhat (semu/mirip).80 

 
80 Nurhayati, “Pelaksanaan Tindak Pidana Pemerkosaan : Studi Komparasi Antara 

Hukum Islam dan Qanun Jinayat di Aceh’, Al- Manahij, Vol. XII, No.1, Juni 2018, hlm. 19 
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Secara umum definisi diatas memang telah disetujui oleh para fuqaha. 

Meskipun ada perselisihan pendapat diantara mereka mengenai mana yang 

disebut syubhat yang dapat menghindari hukuman had dan mana pula yang tidak 

menghindari hukuman had. Jarimah pemerkosaan memiliki sedikit perbedaan 

yaitu adanya unsur tambahan berupa pemaksaan, kekerasan dan ancaman tidak 

hanya sekedar hubungan persetubuhan/ hubungan kelamin atau bisa disebut 

bahwa pemerkosaan adalah zina paksa. Perbedaannya adalah jarimah zina 

dilakukan atas dasar saling suka sama suka sementara jarimah pemerkosaan 

dilakukan dengan ancaman, paksaan bahkan kekerasan.  

Jika ada seorang lelaki yang memperkosa seorang perempuan seluruh 

fuqaha sepakat jika perempuan tersebut tidak akan dijatuhi hukuman zina atau 

had zina. Kesepakatan ini diambil oleh para fuqaha berdasarkan dalil yang ada 

didalam Al-Qur’an dan Al-hadits. Terdapat dalam Al-Qur’an Surah Al-An’aam 

(6):145 yaitu : 

سۡ  ا مه مّٗ يتۡمةً ٱَوۡ دم َٰٓ ٱَن يمكُونم مم لَه
ِ
مُهُۥَٰٓ ا اعِِٖ يمطۡعم ى طم مًا عملم ره ه مُحم لَم

ِ
آَٰ ٱُوحِِم ا َٰٓ ٱجَِدُ فِِ مم ه قلُ لَه ن

ِ
هُۥ رِجۡسٌ ٱَوۡ فِسۡقاً ٱهُِله  فُوحًا ٱَوۡ لمحۡمم خِنزيِرٖ فما

لَم عمادٖ  غٖ وم ضۡطُره غميۡرم بَم
 
نِ ٱ ُۦۚ فممم ِ بِهِ للَّه

 
بهكم غمفُورٞ رهحِيٞم  لِغميۡرِ ٱ نه رم

ِ
 ١٤٥ فما

Artinya : Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan 

kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, 

kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging 

babi  karena sesungguhnya semua itu kotor -- atau binatang yang disembelih 

atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang 

dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka 

sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al- 

An’aam (6) : 145) 

Ali bin Abi Thalib menjadi ayat ini sebagai hujjah di hadapan Umar bin 

Khattab yaitu pada saat membebaskan seorang wanita yang dipaksa untuk 

berzina oleh seorang pengembara. Wanita tersebut terpaksa melakukannya demi 



47 
 

 

untuk mendapat air minum karena ia sangat kehausan.  Mengenai hal ini juga 

diatur dalam QS. Al- Baqarah (2); 173 yang berbunyi : 

ضۡطُره 
 
نِ ٱ ۖۡ فممم ِ للَّه

 
آَٰ ٱهُِله بِهِۦ لِغميۡرِ ٱ مم لخِۡنزيِرِ وم

 
لمحۡمم ٱ مم وم لَه

 
ٱ يۡتمةم وم لۡمم

 
مم عملميۡكُُُ ٱ ره ا حم همم ن

ِ
م غمفُورٞ رهحِيمٌ  غم  ا للَّه

 
نه ٱ

ِ
ثۡۡم عملميۡهُِۚ ا

ِ
َٰٓ ا لَم عمادٖ فملَم غٖ وم  ١٧٣يۡرم بَم

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, 

daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. 

Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak 

menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa 

baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. 

Al- Baqarah (2); 173) 

Untuk menguatkan pernyataan dari Al-Qur’an tersebut, dalam sebuah 

hadist Rasulullah Saw bersabda : “Telah dibebaskan umatku dari dosa/sanksi 

karena ketidaksengajaan, lupa dan hal-hal yang dipaksakan atas mereka”. (H.R. 

Thabrani). 

Tindak pidana pemerkosaan merupakan sebuah tindak pidana yang 

mempunyai unsur kekerasan, ancaman dan juga penindasan terhadap 

perempuan. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi 

kemanusiaan. Islam adalah agama yang diciptakan oleh Allah SWT yang sangat 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan selalu kritis terhadap hal –hal 

yang menistakan harkat dan martabat manusia. Menurut ilmu fiqih, sebuah 

pemerkosaan tanpa ancaman senjata dijatuhi hukuman sama dengan jarimah 

zina yaitu dengan ketentuan apabila pelakunya sudah menikah, maka hukuman 

adalah rajam. Sedang apabila pelaku belum menikah (lajang) maka akan 

dikenakan sanksi hukum berupa cambuk sebanyak 100 kali serta hukuman 

pengasingan satu tahun lamanya. Sedangkan jika pemerkosaan dilakukan 

dengan menggunakan ancaman senjata untuk menakuti korban maka pelakunya 

disamakan seperti perampok dan hukuman yang diberikan adalah hukuman yang 

ada dalam jarimah perampokan. Ada empat jenis hukuman yang diberikan 

kepada pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan yaitu hukuman mati, 



48 
 

 

disalib, potong tangan kiri dan kaki kanan (bersilang) dan hukuman 

pengasingan.81 Hal ini  seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al- Maa’idah 

(5) : 33) yaitu :  

ادًا ٱَن يقُمتهلُوٓاْ ٱَوۡ يُ  لَۡۡرۡضِ فمسم
 
يمسۡعموۡنم فِِ ٱ ۥ وم ُ سُولَم رم م وم للَّه

 
ارِبوُنم ٱ ينم يُُم ِ لَّه

 
َٰٓؤُاْ ٱ َٰ زم ا جم همم ن

ِ
فٍ ٱَوۡ ينُفموۡاْ  ا نۡ خِلم َٰ ٱَرۡجُلُهُم م ِ يدِۡيِّمۡ وم عم ٱَ لهبُوٓاْ ٱَوۡ تُقمطه صم

ابٌ عمظِيمٌ   ةِ عمذم َٰٓخِرم لۡۡ 
 
لمهُمۡ فِِ ٱ لَُنيۡماۖۡ وم

 
لِم لمهُمۡ خِزۡيٞ فِِ ٱ َٰ لَۡۡرۡضُِۚ ذم

 
 ٣٣مِنم ٱ

Artinya : “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi 

Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka 

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal 

balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu 

(sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh 

siksaan yang besar”.( QS. Al- Maa’idah (5) : 33) 

4. Pengertian Jarimah Pemerkosaan Menurut Qanun Jinayat 

Mengenai jarimah pemerkosaan telah diatur di dalam qanun hukum 

jinayah tepatnya pada Pasal 1 angka 30 yaitu : “pemerkosaan adalah hubungan 

seksual terhadap faraj  atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar 

pelaku atau benda lainnya yang digunakan oleh pelaku terhadap faraj atau zakar 

korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, 

dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”.82 

Dari penjelasan yang diberikan oleh qanun jinayat mengenai definisi 

pemerkosaan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 kategori jarimah 

pemerkosaan menurut qanun, yaitu: 

1. Merupakan hubungan seksual. 

 
81 Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh, Cet.1, (Jakarta : 

Prenadamedia Group, September 2019), hlm. 106-108 

 
82 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 30 
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2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan zakar pelaku atau benda terhadap 

faraj, dubur maupun mulut korban atau mulut pelaku dengan zakar atau 

faraj korban. 

3. Perbuatan tersebut dilakukan pada orang lain baik korbannya lelaki 

maupun perempuan. 

4. Adanya unsur paksaan, ancaman disertai kekerasan. 

Definisi pemerkosaan yang dijelaskan didalam qanun hukum jinayat, 

memiliki makna yang lebih luas karena pemerkosaan yang dimaksud tidak 

hanya dilakukan antara lelaki dan perempuan saja akan tetapi, bisa jadi 

dilakukan oleh lelaki kepada lelaki. Namun sayangnya, meskipun memberikan 

defini pemerkosaan yang cukup luas pengaturan mengenai uqubat (hukuman) 

bagi pelaku tidak diatur secara berbeda. Maksudnya uqubat yang diberikan 

kepada pelaku pemerkosaan terhadap wanita sama saja dengan uqubat yang 

diberikan kepada pelaku yang korbannya adalah seorang lelaki. Demikian juga 

mengenai jenis perbuatan yang dilakukan misalnya pemerkosaan biasa dengan 

pemerkosaan disertai dengan kekerasan terhadap fisik uqubatnya sama. Qanun 

hanya melihat dari segi siapa korban seorang anak, atau orang yang mempunyai 

hubungan mahram dengan pelaku kejahatan.83 

5. Jenis-Jenis Perkosaan  

Tindak pidana pemerkoasaan dapat dibagi menjadi lima jenis jika 

ditinjau dari motif atau tujuan pelaku melakukan pemerkosaan84, yaitu: 

1. Seductive Rape yaitu pemerkosaan  yang disebabkan karena  pelaku 

terangsang nafsu namun hal ini bersifat subjektif. Pemerkoasaan 

sejenis ini biasa terjadi karena sebelumnya antara korban dan pelaku 

sudah saling mengenal. Contoh pemerkosaan yang dilakukan oleh 

teman dan anggota keluarga.  

 
83 Ali Abu Bakar dan Zulkarnain Lubis, Hukum Jinayat Aceh...hlm. 111 
84 Iwan Setiawan, ”Tindak Pidana Perkosaan dalam Tinjauan Hukum Pidana 

Indonesia”, Jurnal Galuh Justisi, Vol. 6, No.2, September 2018, hlm. 129 
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2. Sadistic Rape yaitu tindak pidana permerkosaan yang  dilakukan 

dengan sadis. Pemerkosaan sejenis ini dilakukan oleh pelaku untuk 

mendapatkan kepuasaan seksual dari tindak kekerasan bukan karena 

hubungan tubuh yang dilakukan terhadap korban.  

3. Anger Rape yaitu pemerkosaan yang dilakukan untuk melampiaskan 

kemarahan pelaku. Pemerkosaan sejenis ini dilakukan untuk 

melampiaskan rasa marah pelaku dengan melakukan pemerkosaan 

disertai dengan kekerasan fisik. 

4. Domination Rape yaitu pemerkoasaan yang dilakukan dengan tujuan 

utamanya adalah untuk menguasai korban secara seksual, namun 

kekerasan fisik tidak terlalu dipentingkan. Contoh misalnya dalam 

kasus majikan yang melakukan pemerkosaan terhadap pembantu. 

5. Exploitasion Rape yaitu pemerkosaan yang terjadi karena adanya 

ketergantungan baik secara ekonomi maupun sosial anatar korban dan 

pelaku. Dalam hal ini pelaku dapat dengan mudah memaksa korban 

untuk mencapai apa yang diinginkannya terhadap korban. 

6. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan 

Ilmu pengetahuan dan teknologi terus mengalami kemajuan yang pesat. 

Sehingga hal ini juga mempengaruhi perkembangan yang terjadi dalam 

masyarakat seperti adanya perubahan nilai sosial dan kebudayaan. Perubahan ini 

memberikan dmapak yang cukup besar terhadap sifat, motif, bentuk, frekuensi 

maupun intensitas kejahatan. Berbagai macam faktor baik yang terjadi secara 

langsung maupun tidak langsung, memberi dampak yang beragam terhadap 

timbulnya kejahatan. 

Abdulsyani (1987: 44-45) menyatakan bahwa ada faktor penyebab 

terjadinya kejahatan. Faktor yang pertama adalah faktor yang terjadi dari 

dalam(internal) seperti mengalami sakit jiwa, mental yang rendah, anomi, umur, 

kedudukan dalam masyarakat, pendidikan dan lain sebagainya. Sedangkan 
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faktor yang kedua adalah faktor dari luar (eksternal) seperti, faktor agama, 

ekonomi, bacaan atau tontonan (film), pergaulan dan lain sebagainya.  

Ada  beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan seksual 

(pemerkosaan)85, yaitu sebagai berikut :  

1) Faktor Lingkungan Tempat Tinggal. 

a. Faktor lingkungan tempat tinggal sekitar yang seringkali 

melanggar aturan- aturan yang ada dalam kehidupan 

bermasyarakat  contohnya seperti adanya sebuah perkumpulan 

yang berperilaku tidak sopan seperti minum minuman keras, 

menggangu perempuan dan lain sebagainya. 

b. Lingkungan yang mendukung terjadinya tindak kejahatan seperti, 

masih adanya daerah yang tidak memiliki lampu penerang jalan 

sehingga membuat keadaan jalanan tersebut menjadi sepi dan 

gelap sehingga pelaku kejahatan dapat dengan mudah melakukan 

aksinya. 

c. Masih kurangnya sistem keamanan yang dilakukan oleh 

masyarakat maupun aparat keamanan. 

d. Lingkungan keluarga yang kurang harmonis, sehingga ada 

anggota keluarga yang kurang mendapatkan kasih sayang 

bahkan kesengangan bersama keluarga sehingga dirinya 

mencoba untuk mencari  kesenangan dari luar walaupun 

kesenangan yang diperoleh dari hasil tindak kejahatan. 

e. Lingkungan keluarga yang lebih sempit antara suami dan istri. 

Dalam hal hasrat suami tidak dipenuhi oleh istri sehingga suami 

rentan melakukan pemerkosaan untuk memenuhi hasratnya 

walaupun dengan cara yang tidak baik. 

 
85 Rosalia Agustanti, ”Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan 

Ditinjau dari Perspektif Moralitas”,Jurnal Rechtidee, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 88-91 
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f. Keadaan dilingkungan pendidikan juga sangat berpengaruh, 

karena hingga saat ini banyak sekali kasus-kasus perkosaan  

yang dilakukan oleh tenaga pengajar atau teman disekolah hal ini 

disebabkan karena kurangnya pendidikan moral dan mental dari 

pelaku sehingga tidak dapat mengontrol perilakunya yang 

melanggar hukum. 

g. Lingkungan hidup dijalanan seperti anak- anak yang hidup 

dijalanan. Mereka menjalani hidup yang keras dan penih 

persaingan. Biasanya ada penguasa wilayah yang mana dirinya 

bebas untuk melakukan segala tindakan sekalipun itu 

pemerkosaan. 

2) Faktor Budaya atau Kebudayaan 

Salah faktor yang juga sangat berpengaruh pada terjadinya tindak 

pidana pemerkosaan adalah faktor kebudayaan. Maksudnya adalah 

dizaman yang semakin canggih dan berkembang maka salah satu hal yang 

mengalami perubahan adalah dari segi berpakaian. Banyak orang yang 

memilih kiblat pakaiannya menirukan pakaian barat yang hanya menutupi 

sedikit dari bagian tubuh. Hal ini sangat menarik perhatian pelaku 

kejahatan untuk menjalankan aksinya bahkan tidak hanya itu, bagi 

perempuan yang memakai pakaian tertutup sekalian tidak terlepas dari 

incaran pelaku pemerkosaan. 

3) Faktor Perkembangan Teknologi 

Perkembangan teknologi memang memberikan dampak yang 

sangat besar terhadap kehidupan baik dari sisi positif maupun negatif. Dari 

segi positif perkembangan teknologi akan berpengaruh terhadap kemajuan 

bangsa. Dari sisi negatif, apabila berbagai informasi yang diperoleh dari 

teknologi tersebut tidak dipilih atau disaring dengan benar, maka hal ini 

tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan-tindak 

tidak terpuji. 
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4) Faktor Ekonomi atau Finansial 

Faktor yang ke empat ini adalah faktor yang paling sering terjadi. 

Biasanya orang yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, akan 

mengganggu pikiran bahkan bisa membuat seseorang tersebut. Dampak 

daripada stress tersebut dapat membuat pelaku melakukan tindakan- 

tindakan yang tidak terkontrol seperti pemerkosaan. 

5) Faktor Media 

Sama halnya dengan perkembangan teknologi, media merupakan 

sarana yang digunakan untuk menyampaikan berbagai macam informasi 

kepada masyarakat secara luas. Media terbagai menjadi dua yaitu media 

cetak dan media elektronik yang juga memiliki sisi negatif dan positif. 

Informasi yang disampaikan melalui media cetak seperti contohnya koran 

berguna untuk memperoleh informasi- informasi seperti masalah politik, 

ekonomi dan lain sebagainya. Namun ada juga yang mengandung unsur 

negatif contoh seperti majalah-majalah yang didalamnya terdapat unsur-

unsur pornografi, internet yang bisa diakses dengan luas tanpa disaring 

terlebih dahulu maupun film atau tontonan yang juga mengandung unsur-

unsur pornografi didalamnya dan lain sebagainya. Unsur pornografi ini 

sangat mempengaruhi seseorang untuk merangsang hawa nafsu maupun 

pikiran- pikiran yang tidak sehat. Dan akibat perkembangannya, kini 

media elektronik tidak hanya digunakan untuk memperoleh informasi 

tetapi juga digunakan untuk interaksi maupun komuniaksi sosial. 

6) Faktor Psikologi atau Kejiwaan. 

Beberapa dokter dari ahli kejiwaan menyebutkan bahwa perbuatan 

jahat disebabkan oleh sifat-sifat seseorang yang merupakan sebuah sifat 

bawaan dari keadaan penyakit jiwa. Seseorang dengan penyakit kejiwaan 

lebih rentan untuk melakukan tindakan –tindakan yang tidak dapat 

dikontrol. 

7) Faktor Kecanduan Minuman Keras dan Narkotika 
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Seserang yang berada dibawah pengaruh minuman keras maupun 

narkotika, sangatlah berbahaya karena minuman keras dan narkotika dapat 

menyebabkan seserang kehilangan kesadarannya dan daya menahan diri 

sehingga tidak dapat menahan nafsu seksualnya sehingga akan mencari 

pemenuhan nafsu tersebut dengan cara- cara yang tercela. 

B. Pengertian Alat Bukti Permulaan 

KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara 

negatif. KUHAP dalam proses pembuktian menganut sistem pembuktian yang 

menyatukan unsur-unsur objektif dan subjektif seperti yang diatur dalam Pasal 

183 KUHAP. Pembuktian yang dilakukan berdasarkan undang-undang seperti 

yang dirumuskan di dalam Pasal 183 KUHAP, berbunyi : “Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-kurangnya ada 

dua alat bukti yang sah yang mana ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 

tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 

melakukannya.”86Dari bunyi Pasal 183 KUHAP tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam proses pembuktian suatu perbuatan pidana, harus 

didasarkan kepada undang-undang, yaitu adanya alat-alat bukti yang sah yang 

telah dirumuskan dalam undang-undang dan disertai dengan adanya keyakinan 

hakim yang diperoleh dari adanya alat-alat bukti tersebut. 

 Berkaitan dengan adanya alat bukti permulaan, ada beberapa Pasal 

didalam KUHAP yang merumuskan tentang alat bukti permulaan, diantaranya : 

a. Dalam Pasal 17 KUHAP berbunyi, “perintah penangkapan yang 

dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana 

berdasarkan bukti permulaan yang cukup.” Pasal 17 KUHAP, bukti 

permulaan yang cukup adalah ”Bukti permulaan untuk menduga adanya 

tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14” 

 
86 Pasal 183, Kitab Undang-undang Hukum  Acara Pidana (KUHAP) 
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b.  Dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP merumuskan bahwasanya “tersangka 

ialah seorang yang karena perbuatannya atau karena keadaannya, 

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.” 

Setelah mengalami perkembangan, Mahkamah Konstitusi mengatur tentang 

bukti permulaan didalam Putusan Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang mana dalam 

putusan ini merumuskan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa 

inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan yang cukup” dan 

“bukti yang cukup” yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP. Pada 

Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dimaksud minimal ada dua alat bukti 

sesuai dengan rumusan Pasal 184 KUHAP. 

 Tujuan dari pembatasan kuantitas “bukti permulaan yang cukup” adalah 

supaya dalam proses pemeriksaan dapat lebih terkontrol dan untuk menghindari  

terjadinya pelanggaran terhadap HAM khususnya dalam hal menetapkan 

seseorang sebagai tersangka. Chandra M. Hamzah menyebutkan bahwa bukti 

permulaan yang cukup dapat dinyatakan dalam dua kategori, yaitu sebagai 

prasyarat87 :  

a. Untuk melakukan proses penyidikan; 

b. Untuk menetapkan status seseorang sebagai tersangka yang diduga telah 

melakukan suatu perbuatan pidana. 

C. Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan didalam Qanun 

Jinayat Aceh 

 Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 merumuskan tentang definisi 

dari jarimah pemerkosaan dalam Pasal 1 angka 30 yaitu : “pemerkosaan adalah 

hubungan seksual terhadap faraj  atau dubur orang lain sebagai korban dengan 

zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan oleh pelaku terhadap faraj atau 

zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar 

pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban”. 

 
87 Chandra M. Hamzah, Penjelasan Hukum tentang Bukti Permulaan  yang Cukup , ( 

Jakarta: PSHK,  2014), hlm. 6. 
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Dari penjelasan yang diberikan oleh qanun jinayat mengenai definisi 

pemerkosaan, maka dapat disimpulkan bahwa ada 4 kategori jarimah 

pemerkosaan menurut qanun, yaitu: 

1. Merupakan hubungan seksual. 

2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan zakar pelaku atau benda 

terhadap faraj, dubur maupun mulut korban atau mulut pelaku 

dengan zakar atau faraj korban. 

3. Perbuatan tersebut dilakukan pada orang lain baik korbannya lelaki 

maupun perempuan. 

4. Adanya unsur paksaan, ancaman disertai kekerasan. 

Menurut Pasal 52 Qanun Hukum Jinayat, jarimah pemerkosaan 

merupakan jenis delik aduan bukan pelaporan. Hal ini disebabkan karena dalam 

hal penyertaan alat bukti permulaan diwajibkan kepada korban  dan permintaan 

untuk menindaklanjuti kasus diajukan oleh korban. Dalam hal pelaporan korban 

hanya melakukan pelaporan saja tanpa adanya keinginan untuk dilakukan 

tindakan selanjutnya dari pihak yang berwenang.88 Dalam Pasal 1 butir 24 

KUHAP menyebutkan bahwa laporan merupakan sebuah pemberitahuan 

mengenai suatu kejadian yang disampaikan oleh seseorang karena adanya hak 

dan kewajiban untuk melaporkan pada pihak yang berwenang bahwa telah 

terjadinya suatu kejadian pidana. Sedangkan pengaduan merupakan 

pemberitahuan sekaligus permintaan yang dilakukan oleh pihak yang 

berkepentingan kepada pihak yang berwenang untuk bertindak menurut hukum 

seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya hal ini 

diatur dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP). 

Laporan merupakan sebuah pemberitahuan yang bersifat umum yang 

dapat meliputi seluruh jenis tindak pidana yang dilaporkan. Hal ini berarti 

bahwa laporan bisa dilakukan oleh setiap orang yang mengalami tindak pidana, 

 
88 Kholidah Siah Dan Nursiti,“Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah 

Pemerkosaan ...Hlm. 66-67 
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mendengar maupun melihat sendiri suatu peristiwa pidana dan pelaporan tidak 

dapat dicabut kembali oleh pelapor. Meskipun terjadi perdamaian antara pelapor 

dan terlapor sebelum ke tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa 

meneruskan pemeriksaan hingga ke tahap persidangan. Berbeda dengan 

pelaporan, pengaduan lebih bersifat khusus, artinya hanya dapat dilakukan oleh 

pihak yang berkepentingan saja. Apabila terjadi perdamaian antara pelapor dan 

terlapor, maka pengaduan tersebut masih dapat dicabut sebelum sampai ke tahap 

persidangan. Namun jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara yang 

sudah diadukan tidak dapat diproses lagi. Perbedaan lainnya antara pelaporan 

dan pengaduan adalah, pengaduan mempunyai jangka waktu tertentu, sedangkan 

laporan dapat dilakukan setiap waktu.89 

Dalam hal pembuktian jarimah pemerkosaan, terdapat adanya perbedaan 

dengan pembuktian jarimah lainnya. Dimana dalam hal ini pembuktian jarimah 

pemerkosaan dilakukan dengan adanya kewajiban bagi korban untuk 

menyertakan alat bukti permulaan saat hendak melaporkan suatu kejadian 

pidana yang dialaminya. Hal ini dirumuskan dalam Pasal 52 ayat (1) yang 

berbunyi : “Setiap orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan 

kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat 

bukti permulaan”. Selanjutnya  pada Pasal 52 ayat (2) qanun jinayat menyatakan 

bahwa “setiap diketahui adanya jarimah pemerkosaan, penyidik berkewajiban 

melakukan penyidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.”  

Pada Pasal 52 ayat (1) hanya menyebutkan kewajiban korban untuk 

menyertakan alat bukti permulaan saat hendak mengajukan pengaduan tentang 

orang yang memperkosanya, namun tidak menjelaskan definisi, tujuan  maupun 

jenis dari alat bukti permulaan tersebut. Sehingga hal ini menjadi memberatkan 

korban karena harus memberikan alat bukti permulaan. Karena tidak adanya 

penjelasan yang jelas mengenai alat bukti permulaan dalam qanun, maka hal ini 

 
89 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia,...hlm. 123 
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dapat menyebabkan multitafsir dalam memahami maksud dan tujuan dari alat 

bukti permulaan. 

Sama halnya dengan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Acara Pidana, didalam Qanun Hukum  Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 

2013 juga menyebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : 

a. Keterangan saksi; 

b. Keterangan ahli; 

c. Barang bukti; 

d. Surat; 

e. Bukti elektronik; 

f. Pengakuan terdakwa; 

g. Keterangan terdakwa. 

Tata cara pembuktian dalam perkara pemerkosaan memiliki kekhususan 

dimana orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan laporan mengenai 

orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.  

Alat bukti permulaan yang dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) bisa berupa 

alat bukti yang sah yang disebutka dalam  KUHAP dan Qanun Hukum Acara 

Jinayat misalnya seperti alat bukti surat contohnya visum et repertum atau bukti 

elektronik contohnya video rekaman.90 Hasil visum et repertum biasanya akan 

dikeluarkan oleh seorang dokter dan dibuat berdasarkan keinginan atau 

permintaan korban maupun permintaan dari aparat penegak hukum untuk 

kepentingan dalam hal penyidikan, penuntutan dan persidangan. Selain itu bukti 

permulaan yang dikehendaki oleh pasal 52 ayat (1) bisa juga berupa sesuatu 

yang dijadikan petunjuk terjadinya tindak pidana pemerkosaan misalnya pakaian 

 
   90 Kholidah Siah Dan Nursiti,  “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah 

Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat”,  JIM  

Bidang Hukum Pidana,  Vol. 1, No.1 Agustus 2017, Hlm. 67,  Akmaluddin, Penyidik Sat 

Reskrim polresta Banda Aceh, wawancara, tanggal 14 juni 2016. 
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korban seperti rok yang robek, kancing baju yang lepas dan lain-lain yang 

memudahkan penyidik untuk melanjutkan penyidikan.91 

Kedua pendapat ini tidak dapat dijadikan pedoman dalam memahami 

definisi alat bukti permulaan. Karena jika alat- alat bukti permulaan dimisalkan 

dengan jenis alat bukti tersebut, maka akan sulit untuk korban menemukan alat 

bukti permulaan jika kasus pemerkosaan yang dialaminya sudah terjadi 

bertahun-tahun. Sehingga kemungkinan besar alat bukti yang dimaksud sudah 

tidak dapat ditemukan lagi karena adanya  jarak antara kejadian dan laporan dari 

korban. Selain itu dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan bahwa penyidik adalah 

pihak yang berwenang untuk menemukan alat bukti. Sehingga alat bukti 

permulaan seharusnya ditemukan oleh penyidik bukan pelapor. Namun jika saat 

melakukan pelaporan korban dapat menyertakan alat bukti, maka hal ini sangat 

membantu penyidik untuk melanjutkan penyidikan.  

D. Tujuan Alat Bukti Permulaan 

Salah satu kekurangan daripada aturan mengenai alat bukti permulaan 

yang diatur dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 2014 khususnya pada 

Pasal 52 ayat (1) adalah qanun jinayat tidak menyatakan secara jelas mengenai 

tujuan adanya alat bukti permulaan saat korban hendak melaporkan perkara 

pemerkosaan. Namun jika jenis alat bukti permulaan yang  dimaksud  dalam 

Pasal 52 ayat (1) sama dengan yang dirumuskan dalam KUHAP Pasal 184 

maka, tujuan adanya alat bukti tersebut juga sama. Keberadaan alat bukti 

permulaan yang cukup dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam 

proses penyelidikan suatu peristiwa pidana. Seseorang yang diduga telah 

melakukan kejahatan atau tindak pidana, dalam hal penyelidikan untuk 

menangkap dan menahan harus dibuktikan dengan alat bukti permulaan agar 

dapat dilanjutkan dengan proses penyidikan. Penyelidik tidak dapat menahan 

 
91 Kholidah Siah Dan Nursiti,  “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah 

Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat”,....Hlm. 67,  

Rafiuddin, Hakim Mahkamah Sya‟iyah Aceh, Wawancara, tanggal 21 juni 2016. 
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atau menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa 

adanya alat bukti permulaan yang cukup. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 

17 KUHAP bahwa alat bukti permulaan yang cukup juga bertujuan untuk 

menduga adanya tindak pidana. Sehingga dengan adanya dugaan telah terjadi 

tindak pidana, maka penyidik dapat melanjutkan proses selanjutnya. 

E. Hubungan Perlindungan Korban dengan Alat Bukti Permulaan 

1. Pengertian Perlindungan Korban 

 Di dalam Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 31 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 1 Angka 8 menjelaskan tentang 

definisi perlindungan yaitu : “segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan / korban yang wajib 

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-

undang ini.”92 

Kata perlindungan  dalama bahasa Inggris disebut dengan protection 

yang artinya perlindungan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata 

perlindungan diartikan dengan beberapa hal berikut yaitu: 

1. Tempat untuk berlindung; 

2. Hal atau perbuatan yang memperlindungi; 

3. Unsur-unsur atau cara untuk melindungi. 

Jadi, dengan memperhatikan beberapa unsur-unsur diatas, maka arti adari 

kata perlindungan yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk melindungi 

pihak-pihak tertentu atau ditujukan kepada pihak tertentu dengan menggunakan 

cara-cara tertentu pula. 

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berjalannya fungsi sebuah 

hukum yaitu untuk mewujudkan tujuan yaitu kemanfaatan, keadilan, ketertiban, 

kedamaian dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat. Perlindungan hukum 

 
92 Undang- Undang Republik Indonesia  Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada 

Pasal 1 Angka 8 



61 
 

 

juga merupakan sebuah perlindungan yang diberi kepada subjek hukum baik itu 

orang maupun badan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik 

yang bersifat represif dan preventif, baik yang sifatnya tertulis maupun yang 

tidak tertulis.93 

2. Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Hukum Korban Kejahatan  

Manusia merupak ciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang 

dilahirkan ke bumi dengan membawa hak-hak dasarnya yang disebut dengan 

hak asasi mausia. Hak asasi manusia melekat pada setiap individu tanpa 

memandang ras, suku, warna kulit, golongan asal-usul maupun perbedaan 

lainnya yang tidak akan pernah lepas seumur hidup. Hak asasi manusia 

sangat penting sehingga keberadaannya harus selalu dihargai, diakui bahkan 

dilindungi. Pengakuan terhadap keberadaan hak asasi manusia membawa 

dampak pada perlu adanya perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari 

kemungkinan terjadinya tindakan yang merugikan manusia. Indonesia 

adalah negara hukum (rechtstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat). 

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa, konsep dari negara hukum atau the 

rul of law adalah menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu ciri 

dari negara hukum. Suatu negara demokrasi mengakui dan melindungi hak 

asasi manusia yang merupakan salah satu ciri tentang kualitas atau baik 

buruknya suatu pemerintahan.94 

Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa 

maka tidak ada seorang pun yang dapat mengurangi, mencabut atau 

menghilangkan hak tersebut kecuali dengan adanya alasan yang dibenarkan. 

Contoh seorang hakim dalam memberikan hukuman kepada pelaku 

kejahatan. Penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan 

 
93 Misbahul Huda, Skripsi : “Tinjauan Viktimologi Terhadap Perlidungan Hukum Bagi 

Korban Tindak Pidana Main Hakim Sendiri” ( Semarang : UNS, 2017), hlm.23 

 
94 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, ( Bina Ilmu : 

Surabaya, 1987), hlm.21 
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oleh hakim merupakan sebuah tindakan mencabut atau menghilangkan hak 

orang lain yaitu hak untuk hidup. Akan tetapi, karena pelaku telah 

melakukan suatu tindak pidana, maka tindakan hakim ini dibenarkan oleh 

undang-undang dan boleh dilakukan dan tidak dianggap sebagai sebuah 

pelanggaran hak. 

Dalam mewujudkan perlindungan terhadap korban kejahatan, ada 

dua upaya yang dapat ditempuh yaitu upaya preventif dan upaya represif 

baik dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Perlindungan yang 

diberikan bisa berupa perlindungan nyawa korban dari berbagai ancaman, 

pemberian bantuan medis maupun bantuan hukum yang memadai. Dalam 

proses pemeriksaan maupun peradilan yang seimbang terhadap pelaku juga 

merupakan sebuah bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan.  

Muladi menyatakan bahwa ada tiga alasan mengapa korban 

kejahatan harus mendapatkan perlindungan. Pertama, ada sebuah sistem 

kepercayaan yang melembaga yang disebut dengan masyarakat. Sistem 

kepercayaan yang melembaga ini terintegrasi dengan norma-norma yang 

diformulasikan kedalam struktur lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, 

pengadilan dan lain-lain. Hancurnya  sistem kepercayaan diakibatkan oleh 

karena terjadinya suatu tindak kejahatan pada diri korban. Sarana yang dapat 

mengembalikan sistem kepercayaan tersebut adalah pengaturan hukum 

pidana dan pengaturan hukum lainnya yang menyangkut tentang korban 

kejahatan. Kedua, adanya argumen kontrak sosial maupun solidaritas sosial 

sehingga dalam hal ini negara wajib memperhatikan  kebutuhan korban 

dengan meningkatkan pelayanan maupun pengaturan hak korban. Ketiga, 

perlindungan korban berkaitan erat dengan penyelesaian konflik yang 

merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan. Penyelesaian konflik ini 

bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan menciptakan rasa damai 

dan aman dalam masyarakat. 
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Ada beberapa teori yang menjadi dasar dalam menerapkan 

perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi yang bersangkutan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Teori utilitas 

Teori ini fokus pada pemberian kemanfaatan bagi jumlah yang besar. 

Artinya, pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterus 

diterapkan selama memberikan manfaat yang besar dibandingkan jika tidak 

diterapkan konsep tersebut. Kemanfaatan ini tidak hanya bagi korban saja 

tetapi juga bagi sistem penegakan hukum secara keseluruhan. 

2. Teori tanggung jawab. 

Teori ini menyatakan bahwa pada dasarnya orang maupun kelompok 

yang merupakan subjek hukum bertanggung jawab terhadap segala 

perbuatan hukum yang dilakukan oleh dirinya. Apabila  terjadinya seseorang 

melakukan suatu tindak pidana yang menyebabkan kerugian maupun 

penderitaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus bertanggung 

jawab atas kerugian maupun penderitaan yang ditimbulkan. 

3. Teori ganti kerugian. 

Selain wujud pertanggung jawaban atas kerugian dan penderitaan 

yang dialami oleh korban, pelaku tindak pidana juga diwajibkan untuk 

memberi ganti rugi pada korban maupun keluarganya (ahli waris). 

Selain beberapa teori atau konsep dasar perlindungan hukum 

terhadap korban kejahata, ada pula asas-asas hukum yang harus 

diperhatikan. Adapun asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam 

penerapan konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah 

sebagai berikut : 

1. Asas Kemanfaatan 

Menurut asas kemanfaatan, perlindungan terhadap korban kejahatan 

tidak hanya bertujuan untuk melindungi korban saja, tetapi juga bermanfaat 
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untuk masyarakat secara luas terutama untuk menciptakan ketertiban serta  

untuk mengurangi terjadinya tindak pidana. 

2. Asas Keadilan 

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap korban 

kejahatan, asas keadilan tidak bersifat mutlak karena rasa keadilan juga 

harus diberikan pada pelaku kejahatan. 

3. Asas Keseimbangan 

Selain bertujuan untuk memberi perlindungan terhadap korban 

kejahatan, hukum juga bertujuan untuk memulihkan kembali keseimbangan 

yang terganggu dalam tatan masyarakat. Asas keseimbangan menempatkan 

posisi yang paling penting dalam upaya pemulihan hak korban. 

4. Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum merupakan dasar yang menjadi pijakan aparat 

penegak hukum untuk memberikan perlindungan huku pada korban tindak 

pidana. Muladi menyebutkan bahwa salah satu bentuk kepastian hukum 

yang diberikan sebagai upaya perlindungan korban kejahatan adalah 

memungkinkan untuk dibentuk sebuah undang-undang baru yang khusus 

mengatur tentang perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara 

umum atau dalam semua jenis tindak pidana. 

3. Hubungan Perlindungan Korban dengan Alat Bukti Permulaan 

 Adanya kewajiban untuk menyertakan alat bukti permulaan saat 

melaporkan perkara pemerkosaan  menjadi beban ganda bagi korban 

pemerkosaan. Karena dalam hal ini selain telah menjadi korban, seseorang juga 

dibebani dengan kewajiban untuk menyertakan  alat bukti permulaan.  

Pemerkosaan merupakan sebuah tindak kekerasan yang sangat merugikan dan 

menganggu ketenteraman hidup khususnya bagi seorang korban. Seorang 

korban pemerkosaan  mengalami penderitaan secara fisik, psikis dan sosial 

psikologis. Penderitaan fisik yang dialami oleh korban terjadi karena 
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pemerkosaan pada dasarnya dilakukan dengan ancaman dan kekerasan secara 

fisik.  

 Secara psikologis korban mengalami stress setelah terjadinya 

pemerkosaan. Keadaan ini dibagi menjadi dua yaitu, stress yang terjadi langsung 

dan stress yang berakibat jangka panjang. Stress yang terjadi langsung misalnya 

seperti kesakitan yang dirasakan secara fisik, timbulnya rasa bersalah diikuti 

dengan rasa takut. Sedangkan stress dalam jangka panjang dapat berupa sakit 

secara psikologis seperti korban mengalami trauma, sehingga korban lebih suka 

menutup diri dari bahkan memiliki stigma negatif terhadap diri sendiri. Selain 

itu, apabila korban pemerkosaan tidak mendapatkan dukungan dari orang 

terdekat, keluarga maupun lingkungan, korban akan mengalami gangguan 

secara emosi seperti ketakutan yang berlebihan, trauma, stress, sering 

mengalami mimpi buruk, depresi, dapat kehilangan nafsu makan bahkan muncul 

niat untuk melakukan bunuh diri.95 

 Seringkali muncul stigma negatif dalam lingkungan masyarakat yang 

bahwa korban pemerkosaan adalah orang yang kotor dan hina. Selain itu 

terkadang korban pemerkosaan juga sering disalahkan dengan mengatakan 

bahwa dalam kasus-kasus pemerkosaan yang bersalah adalah korban.96 

Sehingga hal ini juga menjadi salah satu sebab korban enggan melapor karena 

takut disalahkan. Tindak pidana pemerkosaan dapat terjadi pada laki-laki dan 

perempuan. Meskipun pada realitanya yang lebih mendominasi menjadi korban 

adalah perempuan. 

 Melihat beratnya penderitaan yang dialami oleh korban dari berbagai 

macam aspek, maka yang dibutuhkan oleh korban adalah peningkatan dalam hal 

perlindungan korban. Namun dalam kebijakan Pasal 52 ayat (1) mengenai 

kewajiban untuk menyertakan alat bukti pemula yang mana hal ini dibebankan 

 
95 Ekandari Mustaqfirin dan Faturochman, Perkosaan, Dampak, Dan Alternatif 

Penyembuhannya, Jurnal Psikologi 2001, No. 1, 1 -18 
96 Ekandari Sulistyaningsih dam Faturochman,  Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, 

Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, 9-23, hlm.10 



66 
 

 

kepada korban, menjadi beban ganda bagi korban. Selain itu korban juga dapat 

berpotensi menjadi pelaku apabila korban tidak ingin bersumpah seperti yang 

diatur dalam Pasal 53. Korban dapat dijatuhi hukuman qadzaf. Maka oleh 

karena itu dapat dikatakan bahwa Pasal 52 ayat (1) qanun jinayat belum 

memberikan perlindungan yang seharusnya didapatkan oleh korban.     

F. Konsekuensi Perlindungan Korban Akibat Keberadaan Pasal 52 ayat (1) 

 Konsekuensi atau akibat yang diberikan dengan adanya Pasal 52 ayat (1) 

terhadap adalah korban belum memperoleh perlindungan yang memadai secara 

hukum. Potensi korban menjadi pelaku lebih besar dibandingkan dengan  

mempertahankan posisinya sebagai korban dengan tujuan untuk memperoleh 

perlindungan dan keadilan. Dengan adanya sistem pembuktian yang sulit ini, 

maka akan berdampak pada sulitnya menangkap pelaku kejahatan sementara 

korban pemerkosaan akan semakin bertambah.  

Ada 3 hal yang menjadi konsekuensi dari pembuktian jarimah 

pemerkosaan, yaitu sebagai berikut : 

1. Apabila alat bukti tidak cukup maka tersangka akan dibebaskan dari 

tuduhan 

Orang yang dituduh telah melakukan jarimah pemerkosaan, maka 

ia berhak untuk mengajukan pembelaan diri bahwa ia tidak melakukan 

jarimah pemerkosaan. Pembelaan diri dapat dilakukan dengan 

bersumpah sebanyak 5 (lima) kali saat pembelaan. Sumpah yang 

pertama untuk menyatakan bahwa ia tidak melakukan jarimah 

pemerkosaan dan yang dituduhkan atasnya adalah dusta. Sumpah yang 

ke 5 (lima) adalah untuk menyatakan bahwa ia dengan rela menerima 

segala laknat dari Allah SWT apabila sumpah yang ia ucapkan adalah 

dusta.  

Hakim bertugas untuk memberikan hukuman kepada orang yang 

memiliki bukti yang menunjukkan kejujurannya baik dia sebagai 

penuduh maupun tertuduh. Jika penuduh dapat mendatangkan alat bukti, 
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maka tuduhannya dianggap benar dan terdakwalah yang bersalah 

melakukan jarimah.  Syari’at Islam menetapkan bahwa sumpah adalah 

hujjah atau petunjuk bagi orang yang tertuduh. Sehingga apabila orang 

yang dituduh berani bersumpah atas nama Allah SWT maka ia 

dibebaskan daripada tuduhan yang ditujukan kepadanya. 

2. Dalam hal sumpah, apabila korban tidak mau bersumpah namun 

tersangka mau bersumpah, maka korban akan dikenakan jarimah qadzaf. 

Apabila orang yang menuduh tidak bersedia melakukan sumpah 

sementara berita acara telah ditandatanganinya, maka penuduh atau korban 

akan dikenakan jarimah qadzaf dengan hukuman sebanyak 80 kali cambuk. 

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 53 dan 54 Qanun hukum jinayat. Apabila 

syarat dakwaan dihadapan mahkamah telah terpenuhi, maka hakim akan 

bertanya kepada pelaku mengenai dakwaan tersebut. Jika pelaku mengakui, 

maka hakim akan memutuskan suatu perkara berdasarkan pengakuan pelaku 

karena pengakuan terdakwa juga salah satu alat bukti yang mengikat bagi 

orang yang menanyakannya. Namun jika pelaku mengingkari dakwaan 

tersebut, maka hakim akan meminta penuduh atau korban untuk 

memberikan bukti, jika penuduh atau korban mempunyai alat bukti maka 

hukuman akan diputuskan berdasarkan alat bukti tersebut dan mengabaikan 

perkataan orang yang tertuduh walaupun disertai dengan pengucapan 

sumpah yang keras. 

3. Jika korban dan pelaku sama-sama bersedia untuk bersumpah, maka 

keduanya bebas dari uqubat. 

Korban dan pelaku akan sama-sama bebas dari uqubat apabila kedua 

bersedia untuk melakukan sumpah. Hal ini diatur dalam Pasal 56 qanun 

hukum jinayat. Namun dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah 

bagaimana jika salah satu diantara keduanya mengucapkan sumpah palsu 

atau berbohong tidak akan ada yang dapat memastikan hal tersebut dan 

hanya Allah SWT yang Maha Tahu atas segala kebenaran. 
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BAB EMPAT 

PENUTUP 

BAB EMPAT PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan mengenai masalah hukum 

tentang : “Alat Bukti Permulaan dalam Perkara Pemerkosaan dalam Qanun 

Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat” sebagaimana telah 

diuraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pasal 52 ayat (1) hanya 

menyebutkan kewajiban korban untuk menyertakan alat bukti 

permulaan saat hendak mengajukan pengaduan tentang orang yang 

memperkosanya, namun tidak menjelaskan definisi, tujuan  maupun 

jenis dari alat bukti permulaan tersebut. Karena tidak adanya 

penjelasan yang jelas mengenai alat bukti permulaan dalam qanun, 

maka hal ini dapat menyebabkan multitafsir dalam memahami 

maksud dan tujuan dari alat bukti permulaan. 

2. Salah satu kekurangan daripada aturan mengenai alat bukti 

permulaan yang diatur dalam Qanun Jinayah Aceh Nomor 6 Tahun 

2014 khususnya pada Pasal 52 ayat (1) adalah qanun jinayat tidak 

menyatakan secara jelas mengenai tujuan adanya alat bukti 

permulaan saat korban hendak melaporkan perkara pemerkosaan. 

Namun jika jenis alat bukti permulaan yang  dimaksud  dalam Pasal 

52 ayat (1) sama dengan yang dirumuskan dalam KUHAP Pasal 184 

maka, tujuan adanya alat bukti tersebut juga sama. Penyidik tidak 

dapat menahan atau menangkap seseorang yang diduga telah 

melakukan tindak pidana tanpa adanya alat bukti permulaan yang 
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cukup. Seperti yang dirumuskan dalam Pasal 17 KUHAP bahwa alat 

bukti permulaan yang cukup juga bertujuan untuk menduga adanya 

tindak pidana. Sehingga dengan adanya dugaan telah terjadi tindak 

pidana, maka penyidik dapat melanjutkan proses selanjutnya. 

3. Konsekuensi atau akibat yang diberikan dengan adanya Pasal 52 

ayat (1) terhadap adalah korban belum memperoleh perlindungan 

yang memadai secara hukum. Potensi korban menjadi pelaku lebih 

besar dibandingkan dengan  mempertahankan posisinya sebagai 

korban dengan tujuan untuk memperoleh perlindungan dan keadilan. 

Dengan adanya sistem pembuktian yang sulit ini, maka akan 

berdampak pada sulitnya menangkap pelaku kejahatan sementara 

korban pemerkosaan akan semakin bertambah. Ada tiga konsekuensi 

dari pembuktian jarimah pemerkosaan, yaitu: 

a. Apabila alat bukti tidak cukup maka tersangka akan dibebaskan dari 

tuduhan. 

b. Dalam hal sumpah, apabila korban tidak mau bersumpah namun 

tersangka mau bersumpah, maka korban akan dikenakan jarimah 

qadzaf. 

c. Jika korban dan pelaku sama-sama bersedia untuk bersumpah, maka 

keduanya bebas dari uqubat. 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada penegak hukum ketika merumuskan syariat Islam 

menjadi sebuah rancangan qanun hukum jinayat diharapkan dapat 

menjadikan hal tersebut sebagai solusi bagi umat untuk menegakkan 

nilai-nilai kemanusiaan didalamnya. Dalam hal ini ada tiga nilai-nilai 

kemanusia yang harus diperhatikan dalam membuat rumusan qanun 

hukum Jinayat Aceh yaitu nilai kesamaan, nilai kebebasan dan nilai 

solidaritas.  



71 
 

 

2. Diharapkan kepada masyarakat dapat  ikut serta dalam melaksanakan 

upaya pencegahan terhadap kasus-kasus kekerasan dan pemerkosaan 

terhadap perempuan. 

3. Keluarga juga harus memberikan rasa nyaman dan aman terhadap 

para wanita yang ada di dalam lingkup rumah tersebut, dan jangan 

sampai para wanita mendapatkan kekerasan dan bahkan mengalami 

pemerkosaan dilingkungan keluarganya sendiri. 
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